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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena
atas rahmatNya, maka laporan penelitian yang berjudul
“Margadan Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyuasin,
Provinsi Sumatera Selatan” telah dapat diselesaikan
dengan baik. Penyusunan laporan hasil kajian ini diawali
dengan penelitian, berkaitan dengan tugas yang diembang
di Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Padang, yaitu
melakukan penelitian yang berkaitan dengan kesejarahan.

Berkaitan dengan tema penulisan, hasil penelitian
ini berupaya menuliskan kembali perkembangan sistem
Pemerintahan Marga sejak zaman Kesultanan Palembang
sampai dengan masa Reformasi. Pada zaman Belanda,
sistem pemerintahan marga masih tetap bertahan, hanya
saja Marga-marga tersebut berada di bawah kekuasaan
Belanda. Marga-marga di wilayah ini berada di bawah
Onderafdeeling Banjoeasin en Koeboestrekken, dengan
ibukota dan kedudukan Kontroleur di Talang Betoetoe.
Pada zaman Jepang system pemerintahan Marga masih
dipertahankan, hanya saja namanya diganti dengan nama
Jepang menjadi Son dan Kepala Marga berganti nama
menjadi Son-Tjo.
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Setelah Indonesia merdeka, istilahnya kembali lagi
menjadi Marga. Pada zaman Orde Lama muncul istilah Desa
Praja, Marga berada di bawah Camat. Pada masa Orde Baru,
lahirUndang-UndangNo.5tahun1979yang menyeragamkan
system pemerintahan terendah menjadi Desa. Maka Marga
diganti menjadi Desa. Penelitian ini melibatkan banyak
pihak untuk membantu mencari sumber data, dan fasilitas
yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Oleh karena
itu kami mengucapkan terimakasih kepada Bapak Kepala
Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang yang telah member
kesempatan dan dorongan kepada kami sehingga proses
penelitian dapat berjalan lancar.

Selanjutnya ucapan terimakasih juga disampaikan
kepada Bapak Drs. H. Nur Muhammad yang telah memberi
sumber data berupa buku-buku dan hasil wawancara.
Terimakasih juga diberikan kepada petugas Badan
Perpustakaan Palembang dan Perpustakaan Kabupaten
Banyuasin. Terimakasih juga disampaikan kepada semua
pihak yang tidak dapat disebutkan satu-per satu di sini, yang
telah membantu memberikan sumber data, baik tertulis
maupun hasil wawancara.

Kami menyadari bahwa hasil penelitian ini masih
jauh dari sempurna dan masih banyak kelemahan dan
kekurangan. Oleh karena itu, untuk kesempurnaannya,
penulis berharap kritik dan saran yang membangun
kepada semua pihak yang conser terhadap hasil penelitian
ini. Selanjutnya, semoga laporan hasil penelitian ini
dapat bermanfaat bagi bagi kita semua, khususnya yang
berkecimpung dalam bidang pemerintahan daerah
setingkat Desa dan marga.

Padang, November 2016
Ketua

Drs.Seno
NIP. 195711261996111001
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KATA SAMBUTAN

Saya menyambut gembira atas selesainya hasil
laporan penelitian kesejarahan yang berjudul “Marga
dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyuasin,
Provinsi sumatera Selatan”. Laporan ini merupakan hasil
penelitian yang dilakukan oleh dua orang staf peneliti Balai
Pelestarian Nilai Budaya Padang, yaitu Drs. Seno dan Dra.
Zusneli Zubir, M.Hum.

Marga adalah sistem pemerintahan terendah yang ada
di Provinsi Sumatera Selatan, termasuk wilayah Kabupaten
Banyuasin yang pada zaman Belanda berada di bawah
Onderafdeeling Banyuasin dan Kubustrekken. Kabupaten
Banyuasin yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang
Nomor 6 tahun 2002 merupakan kabupaten termuda di
Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh kedua staf
fungsional kami menyangkut masalah sistem pemerintahan
Marga sejak zaman Kesultanan Palembang sampai pada
zaman Reformasi. Pemerintahan Marga secara efektif
berjalan secara semestinya adalah pada masa pemerintahan
Belanda. Pada masa Jepang, pemerintahan Marga mulai
berangsur surut dan peranannya berkurang.
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Setelah Indonesia merdeka, pemerintahan Marga
kembali berperan dalam mengatur sistem administrasi
pemerintahan tingkat terendah. Pada masa Orde Baru,
Marga mulai dihapus dan diganti dengan nama Desa,
dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 5 tahun 1979.

Setelah kekuasaan Orde Baru tumbang pada tahun
1998, maka mulailah era baru yang dikenal dengan nama
zaman Reformasi. Pada masa reformasi ini ada keinginan
yang kuat untuk mengembalikan pemerintahan Desa
kepada nama semula yaitu Pemerintahan Marga.

Meski sudah berusaha semaksimal mungkin dalam
menyelesaikan penelitiaan ini, namun dirasa masih ada
banyak kekurangan dan kelemahan di sana sini. Oleh
karena itu demi perbaikan, masih diperlukan kritik dan
saran yang konstruktif untuk kesempurnaannya.

Saya ucapkan terimakasih kepada kedua peneliti BPNB
Padang yang telah menyelesaikan hasil laporan penelitian
ini sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Mudah-
mudahan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi
kita semua untuk menambah pengetahuan, menambah
cakrawala berfikir dan menambah wawasan.

Padang, November 2016
Kepala,

Jumbhari, SS
NIP. 196912261997031001
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Jika ditelusuri jejak-jejak masa lalunya, Kabupaten
Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan mempunyai sejarah
yang panjang, baik sejarah politik, ekonomi, sosial,
budaya maupun sejarah pemerintahan. Khusus mengenai
pemerintahan, sudah sejak ratusan tahun silam di
Kabupaten Banyuasin terdapat sistem pemerintahan yang
diselenggarakan dari tingkat terendah hingga pemerintah
pusat di Kerajaan /Kesultanan.

Pada zaman Kolonial Belanda di Banyuasin belum ada
kabupaten, yang ada yaitu Kewedanaan atau Distrik. Untuk
daerah ini adalah Kewedanaan atau Distrik Musi Ilir en
Koeboestreken, yang terdiri atas beberapa Onder Distrik
Hoop. Ibukota Musi Ilir berada di Sekayu. Marga-marga
yang berada di wilayah Kewedanaan Musi Ilir di antaranya
yaitu Marga Mantri Melayu, Marga Sungai Keruh, Marga
Ipil, Marga Teluk kijing, Marga Punjung, Marga Lawang
Wetan, Marga Sanga Desa, Marga Pangkalan Bulian,
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Marga Dawas, Marga Pinggap, Marga Supat, Marga Babat
Banyuasin, Marga Lalan, Marga Bayat, Marga Tungkal Ulu,
Marga Penukal, dan Marga Abab.

Sedangkan Marga yang berada di wilayah Kewedanaan
Banyuasin di antaranya yaitu : Marga Pangkalan Balai,
Marga Rantau Bayur, Marga Tungkal Ilir, Marga Suak Tapeh,
Marga Penuguan, Marga Rimba Asam, Marga Sungsang,
Marga Talang, Marga Upang, Marga Rambutan, Marga
Sungai Rengas, Marga Sungai Aren, Marga Kumbang, Marga
Tanjung Lago, Marga Gasing dn Marga Talang Kelapa.!

Dengan digabungkannya Musi Ilir dan Banyuasin,
maka jumlah Marga menjadi 31 Marga. Pada waktu dahulu,
Marga Sanga Desa termasuk ke dalam daerah Musi Rawas
yang ibukota Kewedanaannya berada di Kota Beliti. Setelah
Pemerintah Belanda berkuasa di daerah ini, maka Marga
Sanga Desa dimasukkan ke dalam Kewedanaan Musi Ilir?.

Perlu diketahui bahwa Kabupaten Banyuasin
dahulunya adalah bagian dari wilayah Kerajaan/Kesultanan
Palembang. Pemerintahan tertinggi berada di Keraton/
Kerajaan, yang mengatur kehidupan masyarakat yang
berada di lingkungan keraton, seperti para abdi dalem atau
abdi kerajaan, pekerja, tukang, pedagang dan sebagainya.

Sedangkan Pemerintahan terendah berada di daerah-
daerah yang terbagi dalam desa-desa atau dusun-dusun.
Dusun-dusun atau kampung-kampung ini dikepalai oleh
seorang kepala dusun yang disebut Krio. Untuk Kota
Palembang kepala kampung ini disebut Sirah Kampung.
Sedangkan di Banyuasin disebut Kerio.

Kumpulan beberapa dusun mengikatkan dirinya dalam
suatu kesatuan hukum yang disebut Marga. Tiap-tiap
satuan Marga terdiri atas 5 (lima) sampai 15 (lima belas)
dusun. Ada juga satu dua Marga yang jumlahnya lebih

! Yusman Haris, Bumi Serasan Sekate dan Penduduknya. Tanpa penerbit dan
tahun terbit, hal. 173.

2 Yusman Haris, Ibid., hal. 174.
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dari lima belas dusun. Susunan kemargaan ini merupakan
susunan pemerintahan terendah yang paling asli yang
bersifat otonom, artinya Marga tersebut mempunyai hak
untuk mengtur dan mengurus rumah tangganya sendiri
tanpa campur tangan dari Pemerintah di pusat kerajaan/
kesultanan.

Adapun yang dimaksud dengan Marga adalah suatu
kesatuan organis yang terbentuk berdasarkan teritorial
genealogis, yang secara fungsional memainkan peranan
yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat di
lingkungannya. Secara tradisional, Marga merupakan
institusi tertinggi kemasyarakatan setelah lembaga
keluarga, kampung dan dusun.?

Pada umumnya, Marga merupakan sekumpulan dusun
yang tergabung menjadi satu kesatuan administratif.
Masyarakat dalam gabungan dusun-dusun ini pada awalnya
berasal dari satu kerabat, tetapi kemudian, setelah Marga
terbentuk menjadi satu kesatuan administratif faktor
kekerabatan itu menjadi kabur. Bahkan dengan sifatnya
yang teritorial itu mendorong terjadi proses degeneratif
dalam marga-marga di Sumatera Selatan. Hal ini tampak dari
kenyataan bahwa siapa pun dapat menjadi penghuni suatu
marga, selagi ia dapat memenuhi persyaratan administratif
tertentu tanpa terlalu mensyaratkan faktor genealogisnya.

Sebagai suatu teritorial, pada umumnya dalam suatu
marga terdapat sekumpulan dusun. Marga yang hanya
mempunyai satu dusun disebut mijen. Dalam dusun itu
terdapat beberapa kampung. Ada dua Klasifikasi dusun
dalam Marga dan dusun biasa. Dusun Marga adalah tempat
kedudukan Kepala Marga. Dusun Marga dipimpin oleh
Pembarab, sedangkan dusun yang bukan ditempati oleh
Kepala Marga dipimpin oleh Kerio atau Proatin (Perwatin
: pejabat). Dalam satu Marga boleh jadi terdapat sepuluh
atau dua puluh dusun. Atau tidak sampai pada jumlah itu.

3 Saudi Berlian, OKI (Ogan Komering Ilir) Dalam Lintasan Sejarah, (Palembang :
Pemkab Ogan Kemoring Ilir, 2003), hal. 148.




Pemerintah Marga tidak ubahnya sebagai daerah
otonom yang berhak mengurus dirinya sendiri. Hal ini
telah mendapat pengakuan dari Pemerintah jajahan Hindia
Belanda. Dengan dikeluarkannya IGOB Stb 1938 No. 490
yang mengatur keuangan Pemerintahan Marga.

Hal ini didasarkan atau melihat kenyataan bahwa
Pemerintahan Marga sebagai daerah yang paling rendah
menunjukkan hasil yang positif. Selain mampu mengatur
dirinya sendiri, maka Pemerintahan Marga lebih ditaati
oleh rakyatnya. Sebagai Badan Legislatif, tiap-tiap Marga
ada Dewan Perwakilan Rakyat, yang disebut dengan Dewan
Marga. Dan setiap Marga ada Sekretaris, yang disebut juru
tulis. Pada bidang agama Pasirah dibantu oleh Penghulu,
sedangkan setiap dusun Keria dibantu oleh Ketip.

Tiap-tiap Dusun Ketip dibantu oleh Kaum yang terdiri
atas Modin atau Lebai, Bilal dan Marbot. Ketip bertugas
jika ada orang yang akan kawin, atau cerai atau rujuk,
dia mencatatnya. Begitu pula Ketip harus mencatat setiap
ada kematian ataupun ada anak yang dilahirkan. Ketip
membuat laporan setiap tahun kepada Penghulu tentang
jumlah orang yang dilahirkan, dan Penghulu melaporkan
kepada Pesirah Kepala Marga. Sedangkan tugas Kaum
adalah memelihara atau mengurusi Masjid, mengurusi
langgar, padasan (tempat berwudhu) dan memelihara
tempat-tempat keramat.

Pesirah selain sebagai Kepala Pemerintahan Marga, ia
juga sebagai Ketua Adat di dalam Marganya. Pesirah dalam
menjalankan Pemerintahan Marga dan pemimpin adat,
banyak berpedoman kepada Undang-Undang Hukum Adat
Simbur Cahaya. Adapun buku Undang-Undang Simbur Cahaya
tersebut berisi 5 (lima) bab, yaitu Bab I mengatur adat bujang
gadis dan perkawinan; Bab II mengurusi aturan Marga; Bab
III mengatur aturan dusun dan berladang; Bab IV menangani
aturan Kaum dn bab V mengatur adat perhukuman.*

4 Oendang-Oendang Simboer Tjahaja, (Palembang : Typ. Industrieele Mij., hal.
1-125.
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Dalam buku Undang-Undang Simbur Cahaya tersebut
ada juga aturan yang dipakai oleh daerah Ogan Komering
Ilir, yang kadang-kadang dijadikan pedoman oleh daerah
lain, yang memuat : Bab I pelanggaran adat bujang gadis;
Bab II pelanggaran sopan santun; Bab III pelanggaran
keamanan; Bab IV pelanggaran aturan Marga; Bab V
pelanggaran aturan berladang dan pemeliharaan hewan.

Pemerintahan Marga dalam rapatnya dapat dan
berhak untuk menjatuhkan hukuman denda bagi orang
yang melanggar aturan adat. Pemerintah Marga merupakan
pemerintah otonom sejak zaman dahulu.

Pejabat-pejabat seperti Pesirah, Pembarap, Penggawa,
Keria, Penghulu, Ketip, anggota Dewan Marga, semuanya
dipilih langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum.
Jadi Marga itu seperti Republik kecil. Pesirah yang dianggap
berhasil menurut penilaian pemerintah, maka diberi gelar
Pangeran.

Setelah rakyat melakukan pemilihan sehingga
terpilihlah seorang kepala Marga yang disebut Pasirah.
Pasirah hasil pemilihan langsung inilah yang kemudian
menjadi pemimpin Marga. Pasirah bertugas memimpin
fungsi eksekutif di dalam Marganya. Ia dipilih menjadi
Pasirah melalui Pancang atau pencalonan diri dalam suatu
pemilihan umum yang terbuka. Ia kemudian diangkat dan
diberi gelar. Pada masa Kesultanan, ia diberi gelar oleh
pihak Kesultanan.

Pada masa Kolonial Belanda sistem pemerintahan
Marga masih eksis. Bahkan Belanda pun berhak memberi
gelar kepada Kepala Marga yang disenanginya. Dalam
kedudukan sebagai orang yang diangkat, Pasirah bukanlah
ambtenaar (pegawai Belanda). Akan tetapi, pihak Kolonial
Belanda melakukan berbagai upaya untuk mengkooptasi
Pasirah, antara lain dengan memberikan penghargaan
tertentu bagi yang dipandangnya mempunyai kualitas yang
tinggi.
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Untuk memperjelas identitasnya, Pasirah memakai
pakaian dan cap kepasirahan. Cap atau stempel kepasirahan
menjadi legitimasi yang sangat kuat dan resmi sebagai
penguasa dilingkungan marga yang bersangkutan. Stempel
diserahkan kepada yang baru apabila terjadi pergantian.

Tanda jabatan Pasirah yang lain adalah kopiah yang
disebut dengan Peci Air Mas dan payung berwarna merah
yang pada tepinya ada les (garis pinggir) berwarna
kuning. Lebar les itu dua duim (sekitar tiga sentimeter).
Untuk angkutan melalui sungai dan lebak-lebak, Pasirah
mempunyai “kendaraan dinas” berupa perahu cat merah
les kuning. Keunikan ini dilengkapi dengan pengayuh
(dayung) warna merah dan les kuning pula. Ibu Pasirah
diperbolehkan jika hendak mempergunakan kendaraan
dinas yang unik ini.

Pejabat penting lain dalam kehidupan Marga dan
Dusun adalah Pembarab. Pembarab adalah kepala dusun
tempat kedudukan kepala Marga, atau Dusun Marga. Ia
disebut pula dengan Penggawa Marga. Kedudukannya
berada di bawah Pasirah, bahkan terkadang ia berhak pula
menduduki jabatan kepasirahan sementara ketika ia sedang
berhalangan atau tidak berada di tempat. Dalam suatu
Marga ditetapkan pula Lebai Penghulu sebagai tokoh yang
mempunyai wewenang dan tanggung jawab mengelola
masalah keagamaan (Islam). Ia berkewajiban mengurus
prosesi upacara daur hidup seperti kelahiran, perkawinan
dan kematian. Pembarab, Kaum dan Penghulu mempunyai
kedudukan yang kuat, sehingga ia tidak dapat dipecat oleh
Pasirah meski dengan alasan atas perintah Kepala Marga.

DiDusun Marga ada bangunan berupa paseban, gerogol,
tangsi, gardu, dan balai. Masing-masing bangunan tersebut
mempunyai fungsiyang beragam dari penampungan, tempat
rekreasi, penjagaan keamanan, tempat pesakitan, kantor
administratif dan sebagainya. Pemeliharaan bangunan
tersebut menjadi tanggung jawab bersama. Bagi yang tidak
menaruh perhatian terhadap perawatan akan dikenai sanksi
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Sistem Pemerintahan Marga ini di samping berkembang
di Sumatera Selatan, juga ada di wilayah Bengkulu sejak
ratusan tahun silam. Di daerah-daerah Uluan Palembang
Belanda menjumpai sistem pemerintahan Marga ini. Di
daerah Lampung, mereka juga menemui susunan yang
sama seperti Marga. Pemerintahan setingkat Marga ini di
Lampung disebut Negeri, sedangkan di Bangka dan Belitung
disebut Haminte.

Pada awal Belanda berkuasa di Sumatera Selatan,
termasuk juga di wilayah yang sekarang menjadi Kabupaten
Banyuasin, sistem Pemerintahan Marga, Negeri dan
Haminte ini dikepalai oleh seorang Kepala yang dinamai
Pasirah, Pangeran atau Depati. Mereka ini memerintah
rakyat dengan bantuan Kepala-kepala Dusun yang disebut
Krio. Dalam menjalankan tugasnya Krio dibantu oleh
Penggawa-Penggawa. Setelah Proklamasi kemerdekaan
Indonesia, mereka disebut Pamong-Pamong Marga.

Terbawa oleh jiwa gotong royong yang hidup dalam
masyarakat desa, Kepala-kepala Marga tersebut sebelum
membuat keputusan penting, selalu mengadakan
perundingan dan permusyawaratan dengan tokoh-tokoh
masyarakat/tokoh-tokoh adat, dan orang-orang terkemuka
dalam masyarakat. Hal inilah yang kemudian dijadikan
dasar pijakan untuk membentuk Dewan-Dewan Perwakilan
di masa-masa yang akan datang.®

Pada hakekatnya kesatuan Marga, Negeri atau Haminte
itu adalah mengatur dirinya sendiri. Meskipun begitu, ia
tidak lepas dari hubungan Pemerintahan umumnya. Oleh
karena itu, ia juga merupakan sambungan lidah terakhir
dari Pemerintah Pusat untuk menyampaikan kehendak
Pemerintah kepada rakyatnya.

5 Republik Indonesia Propinsi Sumatera Selatan, (Palembang : Kementerian
Penerangan, tanpa tahun), hal. 87.

¢ Saudi Berlian, Op.Cit., hal. 40.




Pada masa Kolonial Belanda di Banyuasin, keadaan
seperti itu dibiarkan terus. Malahan dengan adanya
susunan seperti ini, Belanda dapat memanfaatkan
keberadaan marga-marga ini untuk tujuan melanggengkan
kekuasaannya. Bahkan ketika terjadi konflik intern di
Kesultanan Palembang, Belanda dapat dengan mudah
memanfaatkan keberadaan marga-marga ini untuk mengail
diair keruh. Belanda dapat dengan mudah mengadu domba
pada para pihak yang bertikai. Di samping itu, Belanda
juga dapat menjalankan roda pemerintahan kolonialnya
dengan memanfaatkan Kepala-Kepala Marga itu untuk
memaksa rakyat bekerja pada perkebunan-perkebunan
milik Pemerintah Belanda.’

Jikaterjadihal-hal yangtidak diinginkan, kejahatan atau
perampokan, maka Kepala-Kepala Marga yang disalahkan
dan dikatakan tidak cakap memerintah. Sebaliknya jika ada
kebencian massa terhadap tindakan Pemerintah Belanda,
maka Kepala-Kepala Marga juga disalahkan dengan alasan
tidak mampu mengurus daerah. Jika ada kepala Marga
yang tidak sepaham dengan Belanda dapat dituduh telah
bersekongkol melakukan kejahatan atau kekejaman yang
merugikan Pemerintah. Buntutnya Kepala-Kepala Marga
tersebut dipecat dan digantikan oleh orang-orang yang
dapat bekerja sama dengan pihak Belanda. Keadaan seperti
ini berjalan ratusan tahun lamanya.

Kekejaman-demi kekejaman yang dilakukan oleh
Pemerintah Kolonial Belanda di wilayah Onder afdeeling
Banyuasin,telahmemicukesadaranrakyatuntukmenentang
kekuasaan Belanda. Kesadaran bangsa ini semakin hari
semakin nampak, sehingga muncullah pergerakan-
pergerakan nasional yang menentang Belanda. Untuk
mengantisipasi gerakan-gerakan nasional yang menentang
Pemerintah, maka Belanda menggulirkan politik Ethis
yang dicanangkan sekitar akhir abad ke XVIII. Politik Ethis
ini terdiri dari tiga program pemerintah yang terdiri atas

7 Ibid., hal. 87
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edukasi, transmigrasi dan irigasi yang kemudian terkenal
dengan istilah Trias Politica Hindia Belanda. Terkait dengan
politik Ethis ini Belanda mulai membuka sekolah-sekolah di
tanahjajahan, termasuk di Banyuasin. Program transmigrasi
juga dilaksanakan untuk memindahkan penduduk Jawa
ke pulau-pulau di luar Jawa, termasuk juga di Banyuasin.
Perguruan-perguruan mulai dibuka, dan pada saat inilah
Belanda mulai berhasil memikat hati sebagian pembesar
bangsa Indonesia. Di Banyuasin, hanya anak-anak para
regent dan lain-lain pembesar dari bangsa Indonesia yang
boleh meneruskan pelajarannya di perguruan-perguruan
menengah dan tinggi. Untuk daerah Banyuasin, sebagian
besar diperuntukkan bagi anak-anak Kepala-Kepala Adat
tadi.®

Untuk melaksanakan program irigasi, di Sumatera
Selatan Pemerintah Kolonial Belanda membangun saluran
irigasi yang terkenal dengan waduk raksasa Belitang yang
membendung aliran Sungai Komering. Oleh karena itu
bendungan tersebut juga dikenal dengan nama Bendungan
Komering.

Pelaksanaan progran edukasi, transmigrasi dan irigasi
di Banyuasin, Belanda banyak memanfaatkan para kepala
Marga yang tersebar di seluruh daerah. Berkat dukungan
para kepala Marga tersebut, Pemerintah Belanda dapat
menjalankan dengan baik ketiga program tersebut, meski
tujuannya semata hanya untuk kepentingan kolonial.

Pelaksanaan edukasi atau pendidikan hanya untuk
memenuhi kebutuhan tenaga administrasi dan birokrasi
rendahan dengan upah yang murah. Transmigrasi
dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga Kkerja
murah yang dapat dipekerjakan di perkebunan-perkebunan
milik Belanda di Sumatera Selatan, termasuk juga di
Banyuasin. Sedangkan irigasi dibangun untuk mengairi
tanaman perkebunan milik Belanda.

8 Ibid., hal. 88




Penyimpangan-penyimpangan politik Ethis yang
dilakukan Pemerintah Kolonial Belanda telah membuat
tokoh-tokoh Pergerakan Nasional membangun organisasi
politik atau parpol (Partai Politik) di Sumatera Selatan,
termasuk juga di Banyuasin. Lebih-lebih setelah tentara
Jepang dapat mengalahkan tentara Rusia pada tahun
1905, kesadaran itu semakin berkembang. Pada saat itulah
bangsa kita memulai riwayat perjuangannya menentang
penjajahan melaui jalan politik dalam bentuk organisasi
dan partai yang modern.

Melihat gelagat yang kurang menguntungkan
ini, Pemerintah Belanda kemudian berusaha untuk
melepaskan prinsip Pemerintahan secara sentral. Belanda
mulai memberi kekuasaan kepada kepala-kepala daerah
di Sumatera Selatan, termasuk juga para kepala Marga di
Banyuasin agar dapat mengatur dan mengurus rumah
tangganya sendiri. Terkait dengan usaha inilah maka
Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan “Inl. Gemeente
Ordonantie Buitengewesten” (IGOB) Stbl. 1938 No. 490 dsb.?
Khusus mengenai Marga. Peraturan itu adalah Peraturan
Pokok Otonomi bagi Marga. Dalam peraturan itu mengatur
mengenai (1) Masalah keuangan Marga (pendapatan dan
pengeluaran); (2) Hak-hak Gubernur untuk mengesahkan
pajak-pajak yang diadakan oleh Marga. Artinya Marga
diperkenankan mengadakan pajak sendiri; (3) Hak-hak
Residen membuat dan mengadakan pemilihan, pemecatan
terhadap Kepala-Kepala Adat, serta menetapkan nilai
Marga.?

Dengan disahkannya peraturan ini, maka dapat
diketahui hak-hak campur tangan Gubernur dan
Residen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
maju mundurnya suatu Marga pada umumnya sangat
tergantung kepada cakap tidaknya seorang Residen yang
membawahinya. Mengapa demikian, karena dalam hal ini

9 Ibid., hal. 88.
0 Ibid., hal. 88.
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Residen masih mempunyai hak untuk membuat peraturan-
peraturan dan petunjuk-petunjuk untuk Marga, meski
sebagian hak tersebut sebagian masih berada ditangan
Gubernur Belanda.

Pada saat itulah realisasi Marga sebagai daerah
otonomi diwujudkan. Misalnya diatur dan disusun di
samping kepala-kepala Marga, satu Dewan Perwakilan yang
anggotanya dipilih dan diangkat oleh Belanda. Seperti pada
umumnya Dewan Perwakilan di Indonesia pada waktu itu,
Dewan Marga di Sumatera Selatan, termasuk di Banyuasin
pada hakekatnya belum mempunyai hak yang luas, kecuali
memberinasehatdan anjuran kepada Kepala-Kepala Marga.

Agar tidsak merugikan Pemerintah Kolonial Belanda,
maka perlu dilakukan beleid begitu rupa, sehingga yang
terpilih untuk menjadi anggota Dewan Marga harus orang-
orang yang tidak menentang politik Belanda. Wakil-wakil
kaum pergerakan di kala itu oleh Pemerintah Belanda
diusahakan untuk disingkirkan agar tidak duduk dalam
dewan tersebut.

Pada masa awal kemerdekaan, sistem pemerintahan
Marga ini masih eksis di masyarakat. Produk perundang-
undangan mengenai pemerintah daerah (Otonomi Daerah)
selama Orde Lama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1957, yang selanjutnya dikeluarkan Dekrit Presiden RI pada
tanggal 5 Juli 1959 sebagai perubahan prinsipiil dari Undang-
Undang Nomor 1/1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan
Daerah, khususnya mengenai kedudukan Kepala Daerah."
Menurut Pen.Pres No. 6/1959 Pemerintah Daerah terdiri
dari Kepala Daerah dan DPRD.

Pada masa Orde Baru perbincangan mengenai otonomi
daerah dibuka kembali melalui Undang-Undang No. 5 tahun
1974. Dalam Undang-Undang itu, otonomi daerah dititik
beratkan pada kabupaten yang pada waktu itu disebut

1 Saudi Berlian, OKI (Ogan Komering Ilir) Dalam Lintasan Sejarah, (Palembang :
Pemkab Ogan Kemoring Ilir, 2003), hal. 148.
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sebagai Daerah Tingkat II. Pada tahun 1991 sesuai dengan
Surat Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Tingat I Sumatera
Selatan No. 821.2/105/XIII/1991 tanggal 6 Agustus 1991,
dibentuk pula Pembantu Bupati guna lebih mengefektifkan
tugas-tugas Bupati Kepala Daerah. Pada masa Reformasi,
terbitlah UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah.!?

Menurut Undang-Undang yang disebutkan terakhir,
otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan
yang dimaksud dengan Daerah Otonom adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah
tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.'®

Dalam pandangan ini, Marga tidak lagi dilihat sebagai
suatu level administrasi, tidak lagi menjadi bawahan
Daerah tetapi menjadi masyarakat yang mandiri. Dalam
keadaan tersebut, secara edial, Marga dan masyarakat
Marganya memperoleh kesempatan untuk mendorong
perkembangan dan dinamika sosial yang lebih demokratis.
Setiap Marga dan warga yang hidup di lingkungan Marga
berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri
langsung dari bawah. Bukan hasil rekayasa dari atas.

Otonomi daerah perlu dimanfaatkan secara maksimal
sesuai dengan aspirasi dari bawah. Sebagai pelaksanaan
Pasal 44 Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 64/1999 serta
kebijaksanaan lainnya yang relevan telah lahir Perda No.
15 tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan
Pengembangan Adat-Istiadat dan Lembaga Adat.**

12 Saudi Berlian, Ibid., hal. 149.
13 Saudi Berlian, Ibid., hal. 149.
4 Saudi Berlian, Ibid., hal. 151.
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Dalam kesempatan ini, tampaknya perlu pula
mempertimbangkan kembali tentang beberapa tradisi
positif dalam kehidupan marga-marga dahulu. Di antara
nilai positif itu adalah penjagaan tertib sosial dengan kemit
serta rekrutmen pemimpin secara demokratis pada tingkat
Marga. Kemit, adalah upaya “bela dusun” dari ancaman
kejahatan terutama pencurian atau perusakan fasilitas
umum. Menghidupkan kembali kemit pada masa sekarang,
apalagi ditambah dukungan pihak kepolisian, merupakan
upaya yang masih relevan.’

Di samping itu, ada baiknya mulai difikirkan untuk
mentransfer beberapa tradisi Marga ke Kecamatan. Dipilih
lembaga Kecamatan karena luasan wilayah Kecamatan
adalah relatif setara dengan Marga. Salah satu tradisi positif
adalah proses rekrutmen pimpinan yang demokratis. Pada
masa lampau, masyarakat Marga di daerah Banyuasin
memperoleh pemimpin dengan jalan dipilih langsung
sehingga mereka sangat mengenal figur Pasirah sebagai
pimpinan Marganya.!

Ada baiknya mulai difikirkan bahwa Camat-Camat di
wilayah Banyuasin untuk diangkat di antara beberapa calon
yang telah dipilih rakyat. Untuk jangka panjang, calon itu
dapat muncul dari kalangan rakyat, tetapi untuk sementara
(10 - 20 tahun), calon itu disediakan oleh pihak Kabupaten.
Jika ia tidak terpilih, ia dikembalikan ke Kabupaten dan
jika terpilih sampai tiga kali berturut-turut pada tiga
kecamatan yang berbeda, ia perlu diberi izin jika hendak
mengundurkan diri dari kedinasan dan berminat terjun ke
gelanggang politik melalui salah satu partai.'’

Wacana semacam ini masih dalam koridor konstitusi
terutama dalam konteks “mengingati asal-usul” seperti
diamanatkan dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945 :

15 Saudi Berlian, Ibid., hal. 151.
16 Saudi Berlian, Ibid., hal. 151-152.
17 Saudi Berlian, Ibid., hal. 152.
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Dalam territoir Negara Indonesia terdapat lebih kurang
250 Zelfbestuurendelanschappen dan Volkgemenschappen,
seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau,
Marga dan Dusun di Palembang dan sebagainya. Daerah-
daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya
dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.®

Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan
daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan
yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak
asal-usul daerah tersebut. Dusun dan Marga sebagai mana
disebut secara tegas dalam penjelasan di atas, adalah Dusun
dan Marga yang pernah hidup dinamis selama ratusan
tahun di pedesaan Banyuasin.

Kabupaten Banyuasin dibentuk tidak terlepas dari
pesatnya perkembangan dan kemajuan pembangunan
di Provinsi Sumatera Selatan umumnya, khususnya di
Kabupaten Musi Banyuasin yang diperkuat aspirasi
dan Kkeinginan dari masyarakat untuk meningkatkan
penyelenggaraan dan pelayanan public, pemerataan
pelaksanaan pembangunan, guna menjamin peningkatan
dan pemerataan kesejahteraan seluruh rakyat. Secara
yuridis formal pembentukan Kabupaten Banyuasin
didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2002, tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten
Banyuasin.

Wilayah Kabupaten Banyuasin sebelumnya merupakan
bagian dari beberapa Kecamatan yang secara administratif
masuk dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Sejak
tahun 2002 berdiri Kabupaten Banyuasin dengan ibukota
kabupaten adalah Pangkalan Balai. Kabupaten Banyuasin
sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan kota
Palembang (ibukota Provinsi Sumatera Selatan), mengalami
perkembangan yang cukup pesat, baik secara fisik maupun
dinamika social dan budayanya.

8 Saudi Berlian, Ibid., hal. 152.
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Dengan luas wilayah 11.832.99 km persegi dan jumlah
penduduk sekitar 790.148 jiwa'’, serta didukung oleh
kekayaan alam yang sangat potensial, telah mendorong
Kabupaten Banyuasin sebagai salah satu wilayah penyangga
ekonomi yang sangat strategis di Provinsi Sumatera Selatan.

Perkembangan proses terbentuknya Kabupaten
Banyuasin tiga belas tahun terakhir ini, tidak terlepas dari
perjalanan sejarah panjang. Oleh sebab itu dibutuhkan
analisa historis untuk dapat mengevaluasi diri dan
kekuatan pada masa kini dan masa yang akan datang,
dengan sedikit menoleh pada masa lalu yang merupakan
pilar-pilar sejarah perjalanan rakyat, mulai dari komunitas
kecil sampai menjadi sebuah wilayah otonom yang dapat
dijadikan bahan pertimbangan untuk menyelaraskan dan
menggagas program-program pembangunan sekarang
hingga ke masa depan.

1.2. Masalah

Permasalahan yang hendak dilihat mengenai sistem
Pemerintahan Marga di Banyuasin ini adalah sebagai
berikut :

1. Bagaimana perkembangan pemerintahan Marga di
Banyuasin pada zaman Kesultanan hingga zaman
Jepang ?

2. Bagaimana perkembangan pemerintahan Marga
di Banyuasin pada masa Kemerdekaan ?

3. Bagaimana proses peralihan dari pemerintahan
Marga menjadi Desa?

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah masalah
Pemerintahan Marga yang ada di Banyuasin. Pada zaman
Belanda wilayah ini berada di bawah Onderafdeeling

E2

9 Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuasin Tahun 2006 .
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Banyuasin dan Kubustrekken. Setelah Indonesia merdeka,
berada di bawah Kabupaten Musi Banyuasin. Baru menjadi
Kabupaten tersendiri setelah keluarnya Undang-Undang
No. 6 tahun 2002, hasil pemekaran dari Kabupaten Musi
Banyuasin menjadi dua, yaitu Kabupaten Musi Banyuasin
dan Kabupaten Banyuasin.

Penelitian tentang Marga ini dilakukan sejak zaman
Kesultanan hingga terjadinya perubahan dari Marga ke
Desa yang dilakukan pada masa Orde Baru. Perubahan
tersebut mengacu pada Undang-Undang No. 5 tahun 1979
yang menyeragamkan sistem pemerintahan di seluruh
Indonesia.

Untuk mengetahui gambaran umum tentang Marga
di Sumatera Selatan, tidak ada salahnya juga diuraikan
tentang marga di wilayah provinsi tersebut. Marga adalah
bentuk pemerintahan terendah yang dipimpin oleh Kepala
Marga. Marga ini terdiri dari kumpulan beberapa kampung
atau dusun yang dipimpin oleh Krio atau Sirah Kampung.
Sistem Marga ini sudah ada sejak zaman Kesultanan
dan mengalami pergeseran pada zaman Orde Baru yang
menyeragamkan sistem pemerintahan di Indonesia. Pada
masa Orde Baru, Marga berganti nama menjadi Desa.

1.4. Tujuan

Penelitian tentang Sistem Pemerintahan Marga di
Banyuasin ini bertujuan untuk :

1. Mengungkap perkembangan Marga pada
Kesultanan hingga zaman Jepang.

2. Mengungkap perkembangan sistem pemerintahan
Marga sejak Indonesia Merdeka hingga Orde Baru.

3. Mengungkap proses beralihnya pemerintahan
marga menjadi desa.
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1.5. Manfaat

Penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan dapat
memberi manfaat bagi kepentingan akademik, pemerintah
daerah dan masyarakat Kabupaten Banyuasin. Manfaat
tersebut antara lain adalah :

1. Manfaat akademik. Temuan-temuan yang
dihasilkan dalam penelitian ini diharapkan
dapat menghasilkan suatu penelitian yang lebih
mendalam dan lebih luas dari perencanaan hingga
rencanapengembangansumber daya manusiayang
handal dalam membangun birokrasi pemerintahan
daerah, khususnya pemerintahan setingkat Marga
atau kecamatan, sampai ke tingkat Provinsi. Hasil
penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
pertimbangan untuk mengambil kebijakan bagi
pemerintah daerah dalam membangun sistem
pemerintahan yang sesuai dengan kondisi daerah,
sehingga pembangunan dapat lancar tanpa adanya
konflik kepentingan.

2. Manfaat bagi masyarakat. Penelitian ini dapat
memberi harapan bagi masyarakat untuk
mendukung pelaksanaan pembangunan desa/
daerah sesuai dengan keinginan dan kepentingan
masyarakat setempat, sehingga kemakmuran dan
kesejahteraan serta keadilan sosial dapat segera
terwujud.

1.6. Kerangka Konseptual

Istilah marga sebagai nama dari kesatuan hukum
yang berazaskan teritorial dan merupakan persekutuan
daerah telah ada sejak zaman Kesultanan Palembang.
Marga adalah suatu kesatuan organisasi yang terbentuk
berdasarkan teritorial genealogis, yang secara fungsional
memainkan peranan yang sangat penting bagi kehidupan
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masyarakat di lingkungannya. Secara tradisional, Marga
merupakan institusi tertinggi kemasyarakatan setelah
lembaga keluarga, kampung dan dusun?.

Marga ini berasal dari serikat dusun-dusun, baik atas
dasar susunan masyarakat genealogis maupun territorial.
Menurut J.L.K. Swaab dalam buku Prof. Dr. G.A.W.
Wilken istilah “Marga” berasal dari kata Sanskrit “Varga”
yang mengandung makna baiksuatu territorial tertentu
(afdeeling territoir) maupun rumpun-rumpun dan keluarga
(genealogis).

Beberapa serikat dusun-dusun yang berasal dari suatu
rumpun terdapat antara lain di Pasemah. Menurut J.L.K.
Swaab selintas pandang di Sumatera Selatan dalam arti
luas terdapat : (1) Federasi serikat-serikat dusun-dusun; (2)
Serikat dusun-dusun; (3) Dusun-dusun; (4) Bagian-bagian
dari dusun, yang masih kuat menampakkan hubungan tali
kekeluargaan; (5) Keluarga-keluarga kecil.

Bentuk pertama ad (1), yaitu serikat dari serikat-serikat
dusun-dusun merupakan kekecualian, antara lain terdapat
di Kurinci (masih termasuk dalam Lingkungan Hukum Adat
Sumatera Selatan), yang disebut “Selapan Helai Kain” dan
“Tiga Helai Kain” yang terakhir ini kemudian menghilang
sendiri.

Yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Belanda,
melanjutkan Kkebijaksanaan dari Kesultanan Palembang
adalah serikat dusun-dusun (dorpshond) dan dusun-dusun
yang besar (seperti di Pasemah Lebar), yang sekarang
ini disebut sebagai Marga, yang secara menonjol sudah
bersifat territorial walaupun di dalam kesatuan-kesatuan
masyarakat hokum tersebut sedikit banyaknya masih ada
kemungkinan dapat ditelusuri hubungan kekeluargaan
hubungan genealogis berdasarkan keturunan sedarah.

% Jeroen Peeters, Kaum Tuo-Kaum Modo, Perubahan Religius di Palembang
1821-1942, (Jakarta : INIS, 1997), hal. 88.
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Pada umumnya Marga merupakan sekumpulan dusun
yang tergabung menjadi satu kesatuan administratif.
Masyarakat dalam gabungan dusun-dusun ini pada awalnya
berasal dari satu kerabat, tetapi kemudian, setelah Marga
terbentuk menjadi satu kesatuan administratif faktor
kekerabatan itu menjadi kabur. Bahkan dengan sifatnya
yang teritorial itu mendorong terjadinya proses degeneratif
dalam marga-marga.

Di Banyuasin, tiap Marga mempunyai kepala marga
atau pesirah. Dalam melaksanakan tugasnya ia dibantu oleh
kepala dusun yang disebut Kerio. Para kepala dusun yang
secara kolektif disebut Proatin, membentuk suatu dewan
pemerintahan dan dewan hukum. Sedangkan Pesirah
berfungsi sebagai ketua dewan.

Sistem pemerintahan marga tersebut sehari-harinya
dapat secara langsung berhubungan dengan kepentingan
masyarakat. Sebagai suatu teritorial, pada umumnya dalam
suatu marga terdapat sekumpulan dusun. Marga yang
hanya mempunyai satu dusun disebut mijen. Dalam dusun
itu terdapat beberapa kampung. Ada dua Kklasifikasi dusun
dalam Marga dan dusun biasa. Dusun Marga adalah tempat
kedudukan Kepala Marga. Dusun Marga dipimpin oleh
Pembarab, sedangkan dusun yang bukan ditempati oleh
Kepala Marga dipimpin oleh Kerio atau Proatin. Dalam satu
Marga boleh jadi terdapat sepuluh atau dua puluh dusun.
Atau tidak sampai pada jumlah itu.

Dalam setiap Marga ditetapkan seorang Pasirah (Kepala)
sebagai pemimpin Marga. Pasirah bertugas memimpin
fungsi eksekutif di dalam Marganya. Ia dipilih menjadi
Pasirah melalui Pancang atau pencalonan diri dalam suatu
pemilihan umum yang terbuka. Ia kemudian diangkat dan
diberi gelar. Pada masa Kesultanan, ia diberi gelar oleh
pihak Kesultanan.

Gabungan marga-marga dapat dimungkinkan, atau
boleh kita katakana sebagai marga super. Gabungan ini
dpat terdiri atas 4 atau 5 marga yang dipimpin oleh seorang




Pesirah. Gabungan ini dapat terjadi karena hal-hal yang
penting atau mendesak terjadi, seperti pemberontakan di
kalangan penduduk atau keributan lainnya. Kepala-kepala
marga mengadakan pertemuan untuk mencarikan solusi.
Dalam buku W.L. de Stuerler (1843) memberikan contoh
dimama Marga Kasmaran, Marga Punjung, Marga Sanga
Desa, Marga Semangus dan Marga Mandi Aur pernah
menyatukan diri di bawah Bulang Tengah di bawah Depati
Surai Tani. Suatu perbatasan sepanjang Sungai Musi dimulai
dari Ulak Paceh.

Menurut Stuerler penamaan Pesirah di sini adalah
gabungan suatu kekuasaan yang terdiri dari 4 atau 5 marga.
Pengertian Pesirah itu sendiri lebih menunjukkan nama
tempat, sedangkan Depati lebih menunjukkan nama atau
jabatan kepala marga.?!

Adapun pemahaman orang tentang konsep desa
tampaknya berbeda dari satu wilayah ke wilayah yang
lain. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia
No. 22 Tahun 1948 menjelaskan bahwa desa adalah bentuk
daerah otonom yang terendah sesudah kota. Konsep desa
tersebut kemudian berubah lagi setelah lahirnya Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1979. Menurut Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan
Desa, dalam pasal 1 a menyebutkan bahwa desa adalah
suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk
sebagai kesatuan masyarakat dan terikat pada hukum yang
mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung
di bawah camat serta berhak menyelenggarakan rumah
tangga sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik
Indonesia.??

' De Stuerler, 1843 : 100) : “Pasirah is meer bepaaldelijk de woonplaats of zetel
van den depatie”.

2 Deppen, 1984, Lihat juga Sofyan Ibrahim, Peranan Pemerintah Desa Dalam
Penyelesaian Tindak Pidana di Desa, (Banda Aceh : Pusat Pengembangan
Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Syiah Kuala, 1993), hal. 1.
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Sebelum undang-undang tersebut disahkan sebagai
undang-undang, Menteri Dalam Negeri telah merumuskan
bentuk-bentuk desa di Indonesia melalui Surat Keputusan
Nomor 42 Tahun 1969.% Pola desa yang baru ini didasarkan
pada perubahan atau pemekaran berbagai desa sebagai
pemukiman.

Menurut pasal 3 undang-undang tersebut, pemerintah
desa terdiri atas Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah
Desa. Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan desa
merupakan penanggung jawab utama dan bertanggung
jawab kepada pejabat yang mengangkatnya melalui camat
dan memberi keterangan pertanggungan jawab tersebut
kepada Lembaga Musyawarah Desa.*

Jika kita perhatikan pengertian desa tersebut di
atas, secara umum dapat kita katakan bahwa desa
adalah satu kesatuan hukum, di mana bertempat tinggal
suatu masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk
menyelenggarakan pemerintahan sendiri.

Kepala desa menurut Permendagri Nomor 4 Tahun
1984, dalam meyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri
berwenang melaksanakan pembinaan dan pengembangan
adat-istiadat, yaitu kebiasaan hidup serta dipertahankan
dalam pergaulan hidup sehari-hari dalam masyarakat sesuai
dengan Pancasila. Pembinaan dan pengembangan adat
tersebut dimaksudkan agar adat-istiadat tersebut mampu
mendorong dan menunjang kelangsungan pembangunan
dan ketahanan nasional dalam wawasan Nusantara.?

Selanjutnya mengenai istilah desa di Indonesia,
antara daerah satu dengan daerah lainnya tidaklah sama.
Untuk nama desa hanya dipakai di Jawa, Madura dan
Bali. Sedangkan desa di Maluku disebut negeri/dati; di
Batak disebut uta atau huta. Di Sumatera Timur dengan

# Deppen, 1982.
#  Pasal 10 UU No. 5 Tahun 1979.
% Permendagri No. 11 Tahun 1984.
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sebutan suku, di Lampung disebut tiuh atau dusun. Di Ujung
Pandang disebut gaukang, Masyarakat Bugis menyebutnya
matawo. Desa di Minahasa disebut wanua, di Sumatera
Barat/Minangkabau disebut nagari.?® Untuk desa di Aceh
disebut Gampong. Di Aceh Besar Gampong juga dinamakan
meunasah.”’ Hal ini karena hampir disetiap gampong di
Aceh Besar ada meunasahnya.?

1.7. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Menurut
Gilbert]. Garraghan dalam bukunyaA Guide to Historical Method
dijelaskan bahwa metode sejarah adalah seperangkat azas atau
kaidah-kaidah yang sistematis yang digubah untuk membantu
mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilainya secara
kritis, dan menyajikan suatu sintesis hasil yang dicapai pada
umumnya dalam bentuk tertulis.?® Louis Gottschalk, dalam
Mengerti Sejarah menjelaskan bahwa metode sejarah adalah
proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan
peninggalan masa lampau®, yang dimulai dari pengumpulan
data hingga penulisan secara runtut.

Untuk melengkapi data tertulis, maka pendekatan
sejarah lisan (oral history) juga harus dilakukan. Apalagi
metode sejarah lisan mempunyai sifat retrospektif, sehingga
memungkinkan penggalian dan pengumpulan bukti-bukti
dari masa lalu yang tidak tersedia dalam sumber tertulis.

%  Husin Sayuti, “Pembangunan Pedesaan” dalam Buku Materi Pokok Studi
Masyarakat Indonesia, (Jakarta : UT 1999), hal. 42.

¥ A. Hasjmy, Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah, (Jakarta : Beuna, 1983), hal. 80.

%  Meunasah adalah tempat ibadah ummat Islam di Aceh yang ukurannya lebih
kecil dari mesjid. Biasanya meunasah ini dipakai untuk belajar agama bagi
anak-anak di gampong, yang dipimpin oleh seorang teungku menasah.

2 Gilbert ] Gharraghan, A. Guide to Historical Method, (New York : Fordham
University Press, 1984), hal. 54-57. Lihat juga T. Ibrahim Alfian, “Tentang
Metodologi Sejarah”, dalam buku T. Ibrahim Alfian, et al., (ed.), Dari Babat
Hingga Hikayat Sampai Sejarah Kritis : Kumpulan Karangan Dipersembahkan
Kepada Prof.Dr. Sartono Kartodirdjo (Yogyakarta : Gadjah Mada University
Press, 1992), hal. 409-419.

3 Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah (Jakarta : Universitas Indonesia Press,
1985), hal. 32.
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Melalui Kkerja sejarah lisan ini, wawancara yang
dilakukan =~ mampu mendokumentasikan aspek-aspek
tertentu dari pengalaman sejarah yang cenderung
hilang dalam sumber lainnya. Para penutur tidak hanya
menceritakan kembali masa lalu, tetapi juga membuat
penilaian atau interpretasi sendiri terhadap masa lalu.*
Ini jelas memberikan warna pada persepsi peneliti tentang
masa lampau.

Dengan pendekatan sejarah lisan, dapat membantu
dalam menjelaskan keberadaan sistem pemerintahan
Marga yang telah ada sejak ratusan tahun silam hingga
kini dihidupkan kembali, setelah pada masa Orde Baru
mulai meredup. Di samping itu juga dapat mengungkap
birokrasi pemerintahan Marga dan kehidupan masyarakat
setempat yang meliputi kehidupan sosial, politik, ekonomi
dan budaya masyarakat di Kabupaten Banyuasin, Provinsi
Sumatera Selatan yang multi etnik. Pendekatan sejarah
lisan ini mencakup 4 tahapan, yaitu : pertama melakukan
pendekatan dan survai para informan (pengkisah); kedua
membuat daftar pertanyaan (pedoman wawancara); ketiga
menghubungi informan; keempat melakukan wawancara
dengan informan, dalam hal ini dapat disebut sebagai
informan kunci.

Guna memperoleh data lisan, peneliti melakukan
serangkaian wawancara kepada beberapa orang pakar
pemerintahan daerah yang ada di Banyuasin Provinsi
Sumatera Selatan. Informasi tersebut diseleksi dengan
cara membandingkan dengan beberapa informan yang
mengetahui tentang topik yang sama. Berbagai informasi
yang diperoleh diseleksi dan dikritik kerelevansiannya
denganpokokpersoalanpenelitian,denganmembandingkan
dengan beberapa informan lain yang menjelaskan topik
yang sama, dengan maksud untuk melakukan cross check

3 Bambang Purwanto, “Sejarah Lisan dan Upaya Mencari Format Baru
Historiografi Indonesia Sentris” dalam Dari ke Yogyakarta, Persembahan
Kepada Teuku Ibrahim Alfian (Jakarta : Yayasan Masyarakat Sejarawan
Indonesia, 2002), hal. 152.




apakah informasi yang diperoleh cukup valid atau tidak,
termasuk pengujian akurasi sumber itu sendiri dengan
menghubungkan dan membandingkan antara beberapa
sumber dengan yang lainnya sehingga diperoleh fakta
sejarah tentang Pemerintahan Marga di Kabupaten
Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

Data lisan yang diperoleh dari hasil wawancara
tersebut kemudian dikombinasikan pula dengan sumber
primer tertulis yang ada, yaitu data yang diperoleh dari
arsip atau dokumen tertulis lainnya yang dapat diperoleh
melalui perpustakaan. Data tertulis diperoleh melalui studi
perpustakaan dengan mengunjungi beberapa perpustakaan
yang ada di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera
Selatan, termasuk juga Badan Perpustakaan dan Badan
Arsip yang ada di Palembang.

Untuk lebih memahami penelitian mengenai “Marga
dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyuasin,
Provinsi Sumatera Selatan”, maka di samping
menggunakan metode sejarah, juga meminjam ilmu bantu
dari disiplin ilmu lain, seperti ilmu pemerintahan, sosiologi,
dan antropologi budaya.

Semua data yang telah dikumpulkan kemudian
dianalisis melalui tiga tahapan. Tahap pertama, dilakukan
kritik sumber, berupa kritik intern dan Kkritik ekstern.
Kritik sumber adalah tahap memilih dan memilah
terhadap sumber yang otentik dan kredibel. Otentik berarti
bahwa sumber itu benar-benar dikeluarkan oleh orang
atau organisasi yang namanya tertera dalam sumber itu,
sedangkan kredibel berarti seberapa jauh informasi yang
terkandung di dalamnya dapat dipercaya.’? Tahap kedua,
dilakukan interpretasi, yaitu proses perumusan fakta-fakta
dari sumber berupa bukti dan berkas yang diperoleh dari
tahap heuristik (pencarian sumber). Tahap ketiga adalah
historiografi, yaitu menyajikan pemikiran baruberdasarkan

% Homer Carey Hockett, The Critical Method in Historical Research and Writing
(New York : The Macmillan Company, 1967), hal. 9.
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bukti-bukti yang telah dinilai itu ke dalam bentuk tulisan
yang runtut dan kronologis.** Dengan melalui serangkaian
tahapan-tahapan tersebut, maka dapat diperoleh hasil
penelitian yang runtut, sistematis dan kronologis tentang
“Marga dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyuasin,
Provinsi Sumatera Selatan”.

1.8. Sistimatika Penulisan

Adapunsistematikayang diuraikandalambabiniadalah
sebagai berikut : Bab satu merupakan bab pendahuluan
yang berisi tentang latar belakang penelitian, masalah,
ruang lingkup, tujuan, manfaat, kerangka konseptual,
metode penelitian dan sistematika penulisan.

Selanjutnya dalam bab dua berisi tentang gambaran
umum Kabupaten Banyuasin. Pertama menguraikan
tentang letak geografi dan keadaan alam yang berisi tentang
topografi, hidrologi dan klimatologi. Kedua menguraikan
tentang rencana pola ruang yang berisi tentang kawasan
lindung, dan kawasan budi daya.

Selanjutnya dalam bab ini juga berisi tentang
kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat
Banyuasin. Dalam bab ini menjelaskan tentang keberadaan
penduduk Banyuasin seperti penduduk asli dan pendatang,
transmigran dan kemajemukan masyarakat. Selanjutnya
juga diuraikan tentang kehidupan ekonomi, pariwisata,
lingkungan hidup dan pendidikan. Terakhir menguraikan
tentang adat, tradisi dan seni budaya masyarakat Banyuasin,
khususnya penduduk asli.

Bab ketiga merupakan bab inti dari penelitian ini yang
menguraikan tentang pemerintahan Marga di Kabupaten
Banyuasin. Ada 9 (sembilan) sub bab yang diuraikan dalam
bab ini yaitu : kesatuan masyarakat marga, kesatuan

3 Teuku Ibrahim Alfian, “Metodologi Penelitian Sejarah”, Diktat, (Banda Aceh :
Arsip Nasional Perwakilan Daerah Istimewa Aceh, Museum Negeri Aceh, dan
MSI Cabang Aceh, 1994), hal. 15-16.




pemerintahan marga, pemerintahan marga pada zaman
Belanda dan Jepang. Kemudian dilanjutkan uraian tentang
pemerintahan marga pada zaman Orde Lama dan Orde
Baru. Setelah itu diuraikan pula tentang pemerintahan
pada masa reformasi. Terakhir juga diuraikan tentang
dihapuskannya sistem pemerintahan marga dan dampak
dihapuskannya Marga di bumi Banyuasin.

Bab 4 (empat) adalah bab penutup. Pada bab penutup
ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran. Untuk
melengkapi sumber data dicantumkan pula daftar pustaka
dan daftar lampiran.

@ MARGA DAN PEMERINTAHAN DESA
RABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN



BAB II
GAMBARAN UMUM KABUPATEN
BANYUASIN

2.1. Letak Geografi dan Keadaan Alam

Kabupaten Banyuasin adalah salah satu Kabupaten di
Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Banyuasin terbentuk
dari hasil pemekaran Kabupaten Musi Banyuasin. Secara
yuridis pembentukan Kabupaten Banyuasin disahkan
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2002 dengan luas Kabupaten Banyuasin 1.183.299 hektar
atau sekitar 12, 18 % luas Provinsi Sumatera Selatan. Secara
geografis terletak antara 1° 37¢/ 32.12% sampai 3°09 ¢/ 15.032
LS dan 104° 02¢/ 21.792 sampai 105° 33¢/38.5% BT.

Letak suatu wilayah yang strategis akan memberikan
kontribusi pengaruh terhadap perkembangan wilayah
tersebut. Selain letak wilayah, luas wilayah pun demikian.
Semakin luas suatu wilayah akan berpotensi mempunyai
kekayaan sumber daya alam yang cukup melimpah guna
mendukung pembangunan wilayah bersangkutan.
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Kabupaten Banyuasin selain secara geografis
mempunyai letak yang strategis yaitu terletak di jalur
lalulintas antar provinsi juga mempunyai sumber daya alam
yang melimpah, dengan luas wilayah 11.832, 99 kilometer
persegi dan terbagi menjadi 19 kecamatan. Kecamatan
Banyuasin II merupakan Kecamatan terluas yaitu 402.008
hektar dan mengalami penambahan luas menjadi 493.200
hektar karena Kecamatan Banyuasin II terletak berbatasan
langsung dengan wilayah laut. Sedangkan Kecamatan
Muara Telang merupakan kecamatan terkecil dengan luas
wilayah 21.487 hektar.

Kabupaten Banyuasin sebagai kabupaten baru di
Sumatera Selatan mempunyai wilayah yang cukup luas
dan mempunyai sumber daya alam yang cukup melimpah.
Selain itu, Kabupaten Banyuasin secara geografis terletak
di jalur lintas antar provinsi sehingga membuat Banyuasin
sebagai daerah yang strategis.

Kabupaten Banyuasin ini mempunyai batas-batas
wilayah dengan beberapa kecamatan dari kabupaten
tetangga. Adapun batas-batas wilayah tersebut di antaranya
yaitu : Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Muara
Jambi Provinsi Jambi dan Selat Bangka; Sebelah Selatan
berbatasan dengan Kota Palembang, Kecamatan Talang Ubi
Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sirapulau
Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir; Sebelah Barat
berbatasan dengan Kecamatan Lais Kabupaten Musi
Banyuasin®.

2.1.1. Topografi

Secara topografi, kabupaten Banyuasin wilayah bagian
barat berbukit membentang dari perbatasan Palembang
sampai ke Betung. Sementara wilayah dataran rendah
meliputi bagian timur berbentuk dataran rendah yang dialiri

1

Bapppeda dan BPS, Banyuasin Dalam Angka, (Pemerintah Kabupaten Banyuasin, 2007),
hal.2.
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sungai-sungai besar di antaranya Air Musi, Air Banyuasin,
dan Air Carik.? Oleh karena itu, wilayah ini kaya akan potensi
lahan pasang surut yang sangat luas, namun belum digarap
secara maksimal. Pada daerah rawa-rawa pinggir Selat
Bangka terdapat Taman Nasional Sembilang yang banyak
dihuni berbagai jenis burung dan satwa lainnya.®

Dapat dikatakan bahwa Kabupaten Banyuasin
didominasi oleh daerah yang relative datar atau sedikit
bergelombang, yaitu terdiri dari 80 % luas dataran rendah
basah berupa pesisir pantai, rawa pasang surut dan lebak
serta 20 % luasan merupakan dataran berombak sampai
bergelombang dengan kisaran ketinggian 0 — 60 meter di
atas permukaan laut.

Topografi datar atau sedikit bergelombang 0 - 12
dan 13 - 24 meter di atas permukaan laut menyebar di
seluruh kecamatan, sedangkan topografi berombak sampai
bergelombang 25 - 36 dan 37 - 48 meter di atas permukaan
laut berada di sebagian kecil Banyuasin II, Tungkal Ilir serta
Selatan bagian Timur Kabupaten Banyuasin serta sebagian
kecil wilayah Betung dan Banyuasin III untuk 49 - 60 meter
di atas permukaan laut.

Di lihat dari kelerengannya, daratan Kabupaten
Banyuasin berada pada kisaran kemiringan lereng 0 - 2
% seluas 1.181.610 hektar dan 2 - 5 % seluas 1.689 hektar.
Beberapa wilayah yang berada pada dataran rendah dengan
kisaran kemiringan lereng 0 -2 % berupa lahan rawa
pasang surut tersebar di sepanjang Pantai Timur sampai
ke pedalaman meliputi wilayah Kecamatan Muara Padang,
Muara Jaya, Muara Telang, Banyuasin II, Pulau Rimau, Air
Salek Muara Sugihan, sebagian Kecamatan Talang Kelapa,
Betung dan Tungkal Ilir.*

g Penduduk di kawasan Ogan Banyuasin menyebut sungai dengan istilah air, sehingga nama

sungai menjadi bernama air.
S Dinas Pendidikan Nasional Sumatera Selatan. Sentra Budaya Sumatera Selatan, (Palembang
: Proyek Pembangunan dan Pengembangan Kebudayaan Dinas Pendidikan Nasional

Sumatera Selatan, 2003), hal. 14.
Profil Daerah, Program Pembangunan, Potensi dan Tntangan, hal.14.
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Selanjutnya berupa lahan rawa lebak terdapat di
Kecamatan Rantau Bayur, sebagian Kecamatan Rambutan,
sebagian kecil Kecamatan Banyuasin I. Sedangkan lahan
kering dengan topografi agak bergelombang dan kisaran
kemiringan lereng 2 — 5 % terdapat di sebagian besar
Kecamatan Betung, Sembawa, Banyuasin III, Talang Kelapa,
Rantau Bayur dan sebagian kecil Kecamatan Muara
Sugihan, Rambutan dan Tungkal Ilir.

Berdasarkan sifat dan kondisi topografi serta
kemiringan tersebut, kemampuan lahannya Kabupaten
Banyuasin berada dalam kemampuan pengembangan
sangat tinggi, dengan Klasifikasi kelerengan 0 — 2 % cocok
untuk pengembangan pemukiman dan pertnian akan
tetapi, wilayah pada kelerengan ini berpotensi terhadap
bencana banjir. Sedangkan untuk kelerengan 2 -5 %
memiliki kesesuaian lahan untuk industry, irigasi terbatas
dan pengembangan pemukiman.

2.1.2. Hidrologi

Dari sisi hidrologiberdasarkan sifat tata air, wilayah
Kabupaten Banyuasin dapat dibedakan menjadi daerah
dataran kering dan daerah dataran basah yang sangat
dipengaruhi oleh pola aliran sungai. Aliran sungai di daerah
dataran basah pola alirannya rectangular dan di daerah
dataran lering pola alirannya dendritic.

Beberapa sungai besar seperti Sungai Musi, Sungai
Banyuasin, Sungai Calik, Sungai Telang, Sungai Upang
dan yang lainnya berperan sebagai sarana transportasi
air berupa alur pelayaran pedalaman yang dapat
menghubungkan pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan
lingkungan, antar pusat pelayanan local serta antar pusat
pelayanan lingkungan.

Pola aliran di wilayah ini, terutama di daerah rawa-
rawa dan pasang surut umumnya rectangular, sedangkan
untuk daerah yang dipengaruhi oleh pasang surut aliran
sungainya adalah subparali, di mana daeraha bagian tengah
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di setiap daerah sering dijumpai genangan air yang cukup
luas.

Terkait kondisi hidrologi, Kabupaten Banyuasin terbagi
dalam 5 (lima) wilayah Daerah Aliran Sungai yang masing-
masing :

1. DAS Bangke meliputi Kawasan Taman Nasional
Sembilang;

2. DAS Banyuasin yang merupakan DAS terbesar
meliputi Kecamatan Tungkal Ilir, Pulau Rimau,
Suak Tapeh, Sembawa, Betung, Banyuasin III,
Tanjung Lago dan bagian selatan Banyuasin II;

3. DAS Benawang meliputi sepanjang wilayah timur
Kecamatan Muara Sugihan, Sumber Marga Telang
dan Muara Padang;

4. DASSembilang yang meliputi bagian utara kawasan
Taman Nasional Sembilang;

5. DAS Musi yang meliputi Kecamatan Rambutan,
Banyuasin I, Air Kumbang, Talang Kelapa, Makarti
Jaya, Muara Telang, air Salek, Tanjung Lago,
Rantau Bayur serta sebagian wilayah di Kecamatan
Banyuasin II.

2.1.3. Klimatologi

Seperti kebanyakan kondisi klimatologi di wilayah
Indonesia, Kabupaten Banyuasin memiliki dua musim,
yaitu musim kemarau dan musim penghujan, dengan suhu
rata-rata 26, 100 -27, 400 Celsius serta kelembaban rata-rata
dan kelembaban relative 69, 4 % - 85, 5 % sepanjang tahun.

Kondisi iklim Kabupaten Banyuasin secara umum
beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan 2.723
mm/tahun. Secara lebih rinci dari pengamatan 6 (enam)
stasiun  klimatologi yaitu Stasiun Hujan Sungai Lilin,
Sungsang, Sembawa dan Betung, Air Sugihan, Mariana serta
Badaruddin.
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Sebaran tipe ilkimdi Kabupaten banyuasin terbagi
menjadi 4 (empat) yaitu :

1. Tipe Iklim B2, meliputi sebagian besar Kecamatan
Banyuasin II, Pulau Rimau, Tungkal Ilir, Betung,
Sembawa, Makarti Jaya bagian utara, Suak Tapeh
bagian barat, dan bagian timur, Banyuasin III
dengan curah hujan rata-rata 2521 - 2683 mm/
tahun.

2. Tipe Iklim B, dengan curah hujan rata-rata 2359 -
2521 mm/tahun meliputi sebagian besar Kecamatan
Muara Sugihan, Air Salek, Makarti Jaya, Muara
Telang, Air Marga Telang, Tanjung Lago, Talang
Kelapa dan bagian utara Kecamatan Sembawa.

3. Tipe Iklim B1, dengan curah hujan rata-rata
2197 - 2359 mm/tahun, meliputi sebagian besar
Kecamatan Muara Padang, Talang Kelapa, bagian
selatan Makarti Jaya, dan Muara Telang serta
bagian barat Tanjung Lago.

4, Tipe Iklim C2, dengan curah hujan rata-rata
1872 - 2197 mm/tahun meliputi sebagian besar
Kecamatan Banyuasin I, air Kumbang, Rambutan,
Muara Padang dan bagian selatan Talang Kelapa.

Kata Banyuasin diangkat dan  bersumber dari
keadaan alamnya yang sebagian besar merupakan daerah
perairan, baik di muara laut maupun aliran sungai dan
lebak, topografi seperti ini hamper mendominasi wilayah
Kabupaten Banyuasin. Kata “banyu” mempunyai padanan
dalam bahasa Indonesia dengan kata “air” sementara kata
“asin” merupakan gambaran darirasa air tersebut, (air yang
mempunyai rasa asin). Air asin ini ternyata mengandung
potensi minyak dan batu bara dalam jumlah besar dan
sebagian belum dieksplorasi.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Banyuasin
merupakan dataran rendah yang terdiri atas 80 % dataran
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rendah berupa pesisir pantai, rawa pasang surut dan lebak
terletak di bagian aliran Sungai Banyuasin. Wilayahnya
berupa lahan pasang surut sehingga sebagian besar lahan
tersebut dimanfaatkan  untuk pertanian, khususnya
persawahan pasang surut. Kemudian 20 % wilayah
kabupaten Banyuasin merupakan dataran tinggi dan
berbukit-bukit dengan ketinggian 20 — 140 meter di atas
permukaan laut.

Wilayah Kabupaten Banyuasin banyak dialiri sungai-
sungai besar seperti Sungai Musi, Sungai Banyuasin, Sungai
Air Salek, Sungai Lilin, serta sungai-sungai kecil yang
tersebar di berbagai daerah. Sungai-sungai besar yang
mengalir di wilayah kabupaten Banyuasin ini dimanfaatkan
oleh penduduk sekitar sebagai sarana transportasi dan
sebagai pengairan pada aeral persawahan. Aliran sungai di
daerah timur dipengaruhi oleh pasang surut air laut.’

Curah hujan dipengaruhi oleh keadaan iklim, kondisi
geografi dan perputaran arus udara. Oleh karena itu, jumlah
curah hujan cukup beragam menurut bulan dan lokasi.
Kabupaten Banayuasin mempunyai iklim tropis basah
dengan variasi hujan antara 1, 07 — 13, 32 mm sepanjang
tahun.

2.2. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang terbagi dalam dua kawasan
yaitu Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Kawasan
lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi
utama melindungi Kkelestarian lingkungan hidup yang
mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan guna
menjamin berlangsungnya pembangunan berkelanjutan.
Sedangkan kawasan budidaya adalah kawasan di luar
kawasan lindung yang mempunyai fungsi utama budidaya,
baik berupa permukiman maupun kegiatan usaha seperti

5 Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Selayang Pandang Banyuasin, (Pemkab Banyuasin,

2002, hal. 3.
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kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, perkebunan,
hutan produksi, industri, pertanian dan pariwisata.

Rencanapolaruangyangakandikembangkandiwilayah
Kabupaten Banyuasin adalah pola ruang yang didominasi
oleh kawasan pertanian, permukiman, hutan dan perairan.
Hal ini didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut, di
antaranya yaitu : (1).bahwa dominasi pola ruang yang ada
(eksiting) adalah kawasan pertanian, walaupun di wilayah
Kabupaten Banyuasin sendiri kawasan pertaniannya sedikit
berkurang atau beralih fungsi ke kawasan permukiman
guna memenuhi kebutuhan tempat tinggal penduduknya;
(2) Bahwa wilayah Kabupaten Banyuasin yang bercirikan
kawasan permukiman perdesaan (dominasi) dan
permukiman perkotaan (minoritas); (3). Bahwa wilayah
Kabupaten Banyuasin ditunjang dengan dua prasarana
wilayah yang sangat menonjol , yaitu prasarana wilayah
darat (sistem transportasi darat) dan prasarana wilayah
perairan (irigasi dan system transportasi air).

Rencana pola ruang ini kemudian dijabarkan menurut
kelompok kawasan, yaitu Kelompok Kawasan Lindung dan
Kelompok kawasan Budidaya.

2.2.1. Kawasan Lindung

Kawasanlindungyangterdiriatasenampengelompokan
kawasan yang masing-masing mempunyai fungsi dan
kegunaan agar dalam memanfaatkan nya dapat menjadi
acuan sebagai keseimbangan ruang dan lingkungan.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap
kawasan bawahannya. Untuk wilayah Kabupaten
Banyuasin, kawasan yang memberikan perlindungan
terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan hutan
lindung, kawasan resapan air, dan kawasan bergambut.

Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang
mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system
penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah
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banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut,
dan memelihara kesuburan tanah. Berdasarkan kondisi
lapangan telah terjadi perubahan fungsi kawasan hutan
lindung Air Telang, Muara Salek menjadi permukiman
transmigrasi, areal perkebunan rakyat, tambak arakyat
serta persawahan.

Di Kabupaten Banyuasin pengembangan hutan
lindung semula direncanakan seluas 68.988,66 hektar
dari total tersebut kawasan hutan lindung diusulkan akan
mengalami perubahan yaitu untuk kawasan lindung Pantai
Telang sebesar 4.545,75 hektar dengan perubahan terbesar
menjadi perkebunan. Sedangkan pada Kawasan Hutan
Lindung Muara Saleh total perubahan terbesar menjadi
tambak. Selain perubahan fungsi tersebut, terdapat pula
usulan perubahan untuk mengakomodasi kebutuhan
pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat dan pembuka
akses desa nelayan terisolir seluas 180 hektar.

Di samping usulan perubahan fungsi sebagian kawasan
hutan lindung, juga diusulkan beberapa kawasan APL
menjadi hutan lindung dan hutan bagian dari Taman
Nasional Sembilang, yaitu Pulau Payung menjadi Hutan
Lindung Air Upang, APL Muara Salek menjadi bagian dari
Hutan Lindung Muara Salek, APL di kawasan Sungsang II
berupa APL penyangga antara Areal Perkebunan Swasta
dan Taman Nasional Sembilang serta Areal Pengganti
Hutan Lindung untuk Pelabuhan Tanjung Api-Api dengan
total penambhan sebesar 1.891,34 hektar.

Setelah perhitungan penambahan dan pengurangan
Kawasan Hutan Lindung, Total luas rencana pengembangan
Hutan Lindung di Kabupaten Banyuasin 62.269,25 hektar.
Persebaran kawasan hutan lindung di Kabupaten Banyuasin
meliputi Kecamatan Air Salek, Banyuasin II, Makarti Jaya,
Muara Sugihan, Muara Telang, Tanjung Lago, Sumber
Marga Telang.

Selanjutnya adalah kawasana resapan air. Yang
dimaksud Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang




mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan
dan sebagai pengontrol tata air permukaan. Kawasan ini
difungsikan untuk meresapkan dan menyimpan air hujan
pada musim penghujan yang kemudian menjadi cadangan
air dimusim kemarau.

Penetapan kawasan resapan air juga ditujukan sebagai
upaya konservasi sumber daya air untuk memenuhi
kebutuhan makhluk hidup. Perlindungan terhadap
kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang
yang cukup bagi resapan air hujan pada daerah tertentu
untuk keperluan kebutuhan air tanah dan penanggulangan
banjir.

Hampir seluruh kawasan Taman Nasional Sembilang,
Hutan Lindung dan kawasan rendah di antaranya berupa
lebak merupakan kawasan resapan air yang memberikan
perlindungan terhadap kawasan bawahannya. Sedangkan
untuk Daerah resapan Air tanah pada umumnya terdapat di
daerah hulu dari DAS yang mengalir di wilayah Kabupaten
Banyuasin yaitu DAS Bangke, DAS Banyuasin, DAS
Benawang, DAS Sembilang, dan DAS Musi yang wilayahnya
tersebar di Kabupaten Banyuasin serta di kawasan hutan
rawa yang terletak di Kecamatan Banyuasin II dan Muara
Sugihan dan merupakan salah satu daerah cadangan air
yang harus dilindungi.

Kawasan bergambut juga perlu mendapatkan
perlindungan. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan
hidrologi wilayah, yang berfungsi sebagai penambat air dan
pencegah banjir, serta melindungi ekosistem yang khas di
kawasan yang bersangkutan. Konservasi lahan gambut juga
dimaksudkan untuk meminimalkan teremisinya karbon
tersimpan yang jumlahnya sangat besar.

Di Kabupaten Banyuasin, keberadaan kawasan gambut
termasuk di dalam Taman Nasional Sembilang dan hutan
lindung pantai yang difungsikan sebagai penambat air
dan pencegah banjir (kawasan bergambut), dan kawasan
resapan air. Rencana pola ruang Kabupaten Banyuasin
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untuk kawasan tersebut adalah bahwa untuk kawasan yang
ketebalannya 3 (tiga) meter atau lebih tidak diperkenankan
untuk budidaya.

Jika sudah ada kegiatan budidaya di atasnya, maka
kegiatan tersebut dalam rangka menunjang pengembalian
fungsi lindung kawasan tersebut. Untuk kawasan yang
ketebalannya di bawah 3 (tiga) meter boleh dilakukan
untuk budidaya. Ketentuan lebihlanjut mengenai budidaya
kawasan bergambut ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Kawasan perlindungan sempadan pantai merupakan
darata sepanjang pantai yang lebarnya proporsional
dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter
dari titik pasang tertinggi kea rah darat. Hal ini bertujuan
untuk melindungi dari usaha kegiatan yang mengganggu
kelestarian fungsi pantai. Untuk wilayah Kabupaten
Banyuasin kawasan sempadan pantai penyebarannya
berada di bagian timur yaitu di Pantai Selat Bangka dengan
panjang pantai sekitar 275 Km, di mana seluruh kawasan
sempadan pantai tersebut termasuk dalam kawasan hutan
lindung.

Kawasan ini sebagian besar berupa kawasan hutan
mangrove/bakau yang sebagian dibudidayakansebagai
kawasan tambak dan sebagian berupa pantai berpasir
yang terdapat di wilayah Sungsang. Adapun penetapan
sempadan pantai ini ditekankan kepada pertimbangan
karakteristik pantai. Pada kawasan pantai Kabupaten
Banyuasin yang berhadapan dengan Selat Bangka,
mempunyai klarakteristik gelombang yang ditimbulkan
relative kecil namun kecepatan arus yang terjadi cukup
besar.

Kabupaten Banyuasin merupakan wilayah dengan
Daerah Aliran Sungai yang terbesar di seluruh wilayah
kabupaten, yaitu DAS Banyuasin, DAS Benawang, Bangke,
Sembilang, dan DAS Musi. Selain itu juga terdiri atas
beberapa sungai besar di antaranya yaitu Sungai Musi, DAS
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Banyuasin, Sungai Calik, Sungai Telang, Sungai Upang dan
yang lainnya serta sungai-sungai kecil yang sebagian besar
bermuara ke Selat Bangka.

Total luasan kawasan sungai di Kabupaten Banyuasin
yaitu 63.599, 53 hektar atau sekitar 5 % dari total luas
Kabupaten Banyuasin.Untuk melindungi dan melestarikan
fungsi tersebut, ditetapkan kawasan Sempadan sungai yaitu
kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai yang mempunyai
manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi
sungai.

Adapun tujuan penetapan sempadan sungai adalah
melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat
mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik
pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.

2.2.2. Kawasan Budidaya

Rencana pengembangan pola ruang untuk kawasan
budidaya di Kabupaten Banyuasin pada dasarnya diarahkan
dlam rangka optimasi pemanfaatan sumber daya dan ruang
untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Kriteria
untuk mendelineasi kawasan/sub-kawasan budidaya secara
umum lebih didasarkan pada factor kesesuaian lahan untuk
dikembangkan.

Rencana pola ruang untuk kawasan budidaya yang
dikembangkan di Kabupaten Banyuasin, secara garis besar
dibagi menjadi :

1. Kawasan hutan produksi. Kawasan hutan produksi
merupakan, kawasan hutan yang dikelola untuk
peningkatan ksejahteraan penduduk, dalam arti
keberadaan hutan produksi dapat difungsikan
sebagai lahan produktif dengan tidak mengganggu
tegakan dan yang diambil hanya hasil dari tanaman
tersebut. Kawasan hutan produksi di Kabupaten
Banyuasin berupa kawasan hutan produksi tetap
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(68.393,37 hektar) dan kawasan hutan produksi
yang dapat dikonservasi. Kawasan hutan produksi
ini pengembangannya berdasarkan Kketentuan
Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) berlokasi di
wilayah Kecamatan Banyuasin II yang berbatasan
dengan Kawasan Hutan Nasional Sembilang.
Namun demikian kawasan hutan produksi tersebut
saat ini dalam kondisi tidak produktif karena
potensi kayu yang rendah pasca penebangan.

2. Kawasan Peruntukan Pertanian. Kawasan
Pertanian di Kabupaten Banyuasin  meliputi
pertanian lahan pangan (persawahan), pertanian
hortikultura (ladang, kebun campur), perkebunan
dan peternakan. Pertanian ini meliputi Pertanian
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,
peternakan dan perikanan. Kawasan pertanian
di Banyuasin didominasi oleh kawasan pertanian
lahan basah. Hal ini terkait dengan letak geografis
dan kondisi fisik wilayah Kabupaten Banyuasin
yang berupa dataran rendah dan merupakan rawa
pasang surut. Berdasarkan kondisi tersebut, maka
luas lahan pertanian pangan yang direncanakan di
Kabupatn Banyuasin seluas 232.873,40 hektar (20
% dari luas wilayah Kabupaten Banyuasin), dari
luas tersebut, sekitar 35.588 hektar masih belum
termanfaatkan. Sebagai penopang lumbung padi
Nasional bagi Sumatera Selatan, pengembangan
lahan pertanian pangan di Kabupaten Banyuasin
dikembangkan tersebar di seluruh kecamatan
dengan alokasi luasan terbesar di Kecamatan
Muara Sugihan yaitu 42.326,09 hektar. Selanjutnya
pertanian tanaman hortikultura yang terdapat
di Kabupaten Banyuasin untuk sayur-sayuran
adalah kacang panjang, tomat, terong, mentimun,
kangkung, bayam, buncis, dan cabe. Sedangkan
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komoditas buah-buahan yang unggulan adalah
jeruk, rambutan dan pisang. Lahan yang digunakan
untuk hortikultura tersebar hamper di setiap
kecamatan dan sebagian besar dilakukan di sekitar
permukiman.

Perkebunan. Kawasan perkebunan di Kabupaten
Banyuasin dikembangkan berdasarkan fungsi
kawasan dan potensi yang ada pada masing-masing
kecamatan. Kawasan perkebunan di Kabupaten
Banyuasin dibedakan berdasarkan komoditas
dengan potensi luas dominan/terbesar meliputi
perkebunan sawit, perkebunan karet, perkebunan
kelapa dalam dan tebu. Total luas perkebunan
yang direncanakan di Kabupaten Banyuasin
seluas 406.520,07 hektar atau sekitar 27 % dari luas
Kabupaten Banyuasin yang pengembangannya
hamper di seluruh kecamatan. Luas tersebut terdiri
atas perkebunan karet sebesar 142.041,87 hektar,
perkebunan sawit 241.506,03 hektar, perkebunan
kelapa dalam  sebesar 21.559,60 hektar dan
perkebunan tebu seluas 1.412,57 hektar.

Peternakan.Berdasarkandatapopulasidanrencana
program pengembangan sentra peternakan
Pemerintah Kabupaten Banyuasin, pengembangan
sentra peternakan akan dikembangkan, yaitu
pengembangan sentra peternakan ternak besar,
pengembangan sentra peternakan ternak Kkecil
dan pengembangan sentra peternakan unggas.
Kawasan peternakan yang akan dikembangkan
di Kabupaten Banyuasin sekitar 1.518 hektar.
Khususnya untuk kecamatan lainnya, peternakan
tidak menempati kawasan tersendiri, tetapi
terintegrasi pada kawasan pertanian pangan
dan perkebunan. Sebaran lokasi pengembangan
kawasan peternakan tersebut yaitu terpusat di

MARGA DAN PEMERINTAHAN DESA

RABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN



Kecamatan Rambutan sebesar 353, 24 hektar,
Kecamatan Sembawa 79,29 hektar dan Kecamatan
Talang Kelapa sebesar 1.085,81 hektar.

Perikanan. Rencana pola ruang kawasan budidaya
untuk pengembangan kawasan perikanan di
Kabupaten Banyuasin didasarkan pada potensi
sumberdaya perikanan yang cukup melimpah di
wilayah ini, hal ini ditunjang dengan luas perairan
laut Banyuasin yang mencapai sekitar 1.765,4 km
persegi dan panjang garis pantai 275 km. Usaha
perikanan di Kabupaten Banyuasin terdiri atas
perikanan laut, perairan umum (budidaya keramba),
budidaya tambak dan budidaya ikan air tawar.

Kawasan Pertambangan. Pemanfaatan potensi
Rencana pola ruang kawasan pertambangandi
Kabupaten Banyuasin tidak dapat ditetapkan
secara eksklusif, namun berupa Kkegiatan
pertambangan baik hanya berupa bahan galian
mineral dan batubara maupun pertambangan
minyak bumi. Pertambangan minyak dan gas
bumisebagian besar berlokasi di Kecamatan Pulau
Rimau dan Kecamatan Tungkal Ilir dengan jumlah
sumur produksi sebanyak 24 sumur. Kegiatan
penambangan batubara terdapat di wilayah
Kecamatan Betung, Pulau Rimau, Tungkal Ilir,
Rantau Bayur, Talang Kelapa, Muara Telang, dan
Kecamatan Banyuasin III. Jenis batubara di lokasi
tersebutpada umumnya dari jenis lignite dengan
kadar air yang tinggi namun nilai kalorinyarendah.
Kegiatan pertambangan lainnya berupa gambut
di Kecamatan Banyuasin II, Kaolin di Kecamatan
Betung dan Kecamatan Talang Kelapa; pasir kuarsa
dan bentonit di wilayah Kecamatan Talang Kelapa;
dan tanah urug tersebar di sebagian besar wilayah
Kabupaten Banyuasin.
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Kawasan Industri. Pengembangan kawasan
industry di Kabupaten Banyauasin didasarkan
pada potensi sumber daya alam yang ada.
Kondisi eksisting saat ini, struktur ekonomidi
Kabupaten Banyuasin banyak bertumpu pada
sector primer yaitu sector pertanian tanaman
pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan.
Sementara sector sekunder seperti industry
pengolahan yang banyak digunakan sebagai
motor penggerak ekonomi wilayah belum mampu
mengimbangi sector primernya.

Kawasan Pariwisata. Kawasan peruntukan
pariwisata  rencana pola ruang untuk
pengembangan kawasan pariwisata adalah
yang terbesar di wilayah Kecamatan Banyuasin
III khususnya di daerah Sembawa untuk
pengembangan kawasan wisata agro, di wilayah
Kecamatan Talang Kelapa khususnya di daerah
Sukomoro untuk pengembangan kawasan
wisata pemancingan, dan di wilayah kecamatan
Banyuasin II khususnya di daerah Sungsang dan
Muara Baru untuk pengembangan kawasan wisata
pesisir/kampong nelayan dan kawasan wisata Tugu
Silk air, Taman Nasional Sembilang dapat dikelola
menjadi salah satu tujuan ekowisata.

Kawasan Permukiman. Rencana pengembangan
pola ruang untuk pengembangan pemukiman
perkotaan pengembangannya direncanakan
seluas 21.861,06 hektar yaitu pada kawasan
yang termasuk ke dalam system perkotaan pada
ibukota kecamatan. Sedangkan pengembangan
permukiman perdesaan direncanakan seluas
27.764,40 hektar vyang tersebar di setiap
kecamatan, dengan luasan terbesar di Kecamatan
Banyuasin II. Permukiman perkotaan selanjutnya
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diarahkan untuk pengembangan kegiatan
budidaya non pertanian yaitu pemerintahan, jasa
dan perdagangan, dan industry. Pengembangan
pemukiman perdesaan selanjutnya diarahkan
untuk  kegiatan  pelayanan  pemerintahan
tingkat desa dan pertanian serta kegiatan
pertambangan. Untuk kawasan permukiman
terkait dengan pengembangan kawasan industry
dan pengembangan kasiba Lisiba di Kabupaten
Banyuasin  antara lain akan dikembangkan
kawasan permukiman di Kasiba Talang Kelapa,
kawasan Sungsang, dan Pangkalan Balai.

2.3. Penduduk Banyuasin

Masyarakat Kabupaten Banyuasin saat ini mendiami
wilayah di 15 (lima belas) kecamatan, yaitu Kecamatan
Banyuasin I, Kecamatan banyuasin II, Kecamatan
Banyuasin III, Kecamatan Betung, Kecamatan Rantau
Bayur, Kecamatan Talang Kelapa, Kecamatan Pulau Rimau,
Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Rambutan, Kecamatan
Muara Telang, Kecamatan Makarti Jaya, Kecmaatan Muara
Padang, Kecamatan Tanjung Lego, Kecmaatan Muara
Sugihan, dan Kecmatan Air Saleh.

Kabupaten Banyuasin sudah dikenal sejak zaman
Sriwijaya, hal ini dibuktikan dari adanya temuan arkeologis,
misalnya Prasasti Talang Tuo, Candi Kunti Sintalang di
Desa Bukit Kecamatan Betung, Pedang Batu di Mariana
Kecamatan Rambutan, Batu Pengantin di Talang Kelapa.
Reruntuhan Candi Kunti Sintalang dapat membuktikan
bahwa daerah ini sudah mendapat pengaruh zaman klasik
Hindu-Budha. Bahkan temuan pragmen-pragmen dari
keramik dinasti — dinasti di Cina pada daerah Delta Upang
mengindikasikan telah terjadi keterbukaan daerah ini pada
hubungan dengan dunia luar, baik pada zaman Sriwijaya
maupun jauh sebelumnya.




Penduduk Kabupaten Banyuasin terdiri atas beberapa
etnis, baik asli maupun pendatang yang membuktikan di
kabupaten ini terdapat kemajemukan masyarakat.

2.3.1. Penduduk Asli

Tokoh-tokoh masyarakat Banyuasin menyatakan bahwa
penduduk asli Kabupaten Banyuasin adalah sekelompok
manusia berasal dari etnis “Melayu”. Dalam kategorinya,
yang dimaksud sebagai “suku asli” ini adalah yang pertama
menempati wilayah Kabupaten Banyuasin. Sebagai dasar
pertimbangan bahwa ciri khas penduduk asli Banyuasin
mempunyai kesamaan dengan etnis Melayu umumnya
yaitu Manut (setia) pada pimpinan, setiap hal yang penting
diputuskan dengan cara musyawarah, mementingkan
kebersamaan (tolong menolong, gotong royong), beragama
Islam dan berbahasa Melayu.®

Sejalan dengan pendapat di atas, bahwa di Sumatera
dikenal adanya etnis Melayu meliputi hampir disetiap
pelosok daerah. Mereka apabila ditanya selalu menyatakan
dirinya sebagai “keturunan Melayu, orang Melayu, Adat
Melayu, Sopan Santun Melayu”. Ditegaskan bahwa ... daerah
hunian orang Melayu ini ialah Pesisir Timur sumatera
sampai ke Pesisir Timur Palembang.”

Bersamaan sejarah bahwa ...”tahun 671 - 672 Masehi
ketika I-Tsing untuk kedua kalinya dating ke Melayu
dikatakan bahwa Mo-lo-yu sekarang sudah menjadi Shih-li-
fo-shih (Negri Sriwijaya)”.

Keberadaan Sriwijaya tersebut dipertegas lagi
bahwa “.. pada tanggal 5 Ashoka tahun 605 (683 Masehi)
Dhapunthahyang mendirikan Sriwijaya ... mengalami masa

8 Adnan Abdul Somad, Wawancara pada tanggal 5 Juni 2015 dan Drs. H. Noer Muhammad,
wawancara, tanggal 6 Juni 2015.

Tengku Lukman Sinar, Jatidiri Melayu, (Medan : Lembaga Pengembangan Seni Budaya,
2001), hal. 73.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Sejarah Nasional Indonesia 1I, (Jakarta : Balai
Pustaka, 1977), hal. 5.
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keemasannya dari abad VII sampai dengan abad XII ...
pada abad ke XVI ... Kerajaan Sriwijaya runtuh ... utusan
dari Majapahit Ario Damar melanjutkan kekuasaan dan
pemerintahan di Kadipaten Palembang”.®

Setelah masa pudarnya Sriwijaya (Palembang) dan
Melayu (Jambi) karena serangan dari Jawa yang terakhir
pada tahun 1365 Masehi oleh Majapahit, maka orang dari
Jawa menguasai kehidupan Palembang dan Jambi seperti
yang dilaporkan penulis Portugis yang bernama Tome Pires
: Jambi kini di bawah Patih Rodim, raja Demak ... penduduk
Jambi sudah lebih mendekati penduduk Palembang yaitu
lebih kejawaannya dari kemelayuannya ... tetapi ... bahasa
Melayu lebih menjadi lingua Franca di Nusantara sejak
disebarkan oleh Imperium Maritim Sriwijaya dan Melayu
sejak abad 6 Masehi termasuk adat-istiadat raja-rajanyayang
dibawa Parameswara ke Malaka pada tahun 1400 Masehi

. setidaknya sekarang ini orang Jambi dan Palembang,
terutama yang tinggal di daerah Pesisir Selat Malaka masih
disebut orang Melayu”.°

Tersebut dalam buku “The Book of Duarta Barbosa
: Volume 11 yang ditulis pada tahun 1518 Masehi yang
menyatakan bahwa ... “mereka sebagaimana saya katakana
adalah “orang Islam” dengan bahasa yang khas disebut
“orang Melayu”, mereka bersih dan berketurunan baik, sangat
gemar akan music dan bersifat sangat berkasih saying”.!
Dari data di atas dapat kita simpulkan bahwa penduduk
Banyuasin yang menempati Pesisir Palembang itu adalah
etnis Melayu.

C. Van Lekkerker, dalam buku “Landen Volk Van
Sumatra” yang ditulis tahaun 1916 menyatakan bahwa
.. orang Melayu juga disebut “orang Jawi ... orang Melayu
lebih dari segala suku-suku di Nusantara ... orang Melayu ini
ditandai paling suka mengembara, berpindah kemana-mana,

? Ibid., hal. 57.
10 Jbid., hal. 5.
1 Jbid., hal. 9.
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mendirikan koloni, kampong bunian ... memasukkan bahasa
Melayu ke bangsa-bangsa lain sehingga bahasa Melayu
menjadi bahasa pergaulan di seluruh Indonesia”.'?

Melalui wadah “Sekretariat Bersama Masyarakat Adat
Rumpun Melayu Sumatra” yang berpusat di Pekanbaru
Riau memberikan pemahaman bahwa : “Orang Melayui
itu memeluk Islam, dengan adat-istiadat Melayu, “adat
bersendi hukum syarak, syarak bersendi kitabullah”, dalam
kekeluargaan berhukum parental atau bilateral, memahami
adat Melayu dan sebagainya. Dalam pengembaraannya
mereka adalah pedagang dan dalam perjalanannya mereka
juga menyebarkan agama Islam dan mengajarkan bahasa
Melayu sebagai bahasa adat komunikasi”.

Berdasarkan fakta dan penjelasan tokoh-tokoh
masyarakat Banyuasin bahwa kedatangan penduduk asli
Banyuasin dengan menetap di tempatnya dewasa ini pada
umumnya melalui laut, di Muara Sungsang, masuk Sungai
Musi dan kemudian memasuki sungai-sungai kecil lainnya
yang menghubungkan tempat mereka tinggal dewasa
ini. Sungai-sungai kecil tersebut adalah : Sungai atau Air
Banyuasin, Air Lalan, Air Upang, air Tebing, dan Air Padang.

Sekarang jalan darat sudah lebih utama dipergunakan,
kecuali Kecamatan Sungsang, Muara Telang, dan Muara
Padang yang kondisi alamnya mengharuskan melalui
jalur air dengan kendaraan speed boat, ketek, kapal besar
atau kecil, perahu dan alat perhubungan air lainnya.
Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat ini
mengusahakan kehidupan bermata pencaharian dalam
bidang pertanian, berkebun dan nelayan. Masyarakat
Kabupaten Banyuasin dalam bidang perkebunan banyak
bertanam karet secara luas sehingga mereka sangat dikenal
sebagai saudagar (toke) karet.

2 Jbid,, hal. 7.
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Teori bahwa masyarakat Banyuasin asli memang orang
Melayu diperkuat juga dengan pendapat Bas M. Amin®,
menurut orang-orang “Melayu Banyuasin” diam di aliran
sungal-sungai di Banyuasin, jadi mereka ini sebetulnya
orang Melayu yang tinggal di Air, mendirikan rumah kayu
bertiang di antara pohon-pohon nipa sepanjang sungai.
Asal usul orang Melayu Banyuasin ini berasal dari dua
gelombang. Pertama, mereka yang merupakan pasukan
Kerajaan Sriwijaya yang lari ke pedalaman, terutama pada
masa akhir kerajaan Sriwijaya. Kedua, orang-orang yang
langsung dating dari Malaka, terutama setelah jatuhnya
Malaka ke tangan Kolonial Portugis.

Menurut Bas M. Amin ketika berkunjung ke kediaman
orang-orang Melayu Riau atau Malaysia melihat bentuk
rumah mereka sama dengan bentuk rumah asli masyarakat
Banyuasin. Kondisi dan situasi sangat mirip satu sama
dengan yang lainnya; kalau mau makan di daerah Melayu
Malaysia, kita disuruh mengambil nasi yang ditaruh di atas
“dulang” di bawah “tudung saji”, makan memakai “sudu”,
kata-kata “dulang, tudung, dan sudu” ini juga dikenal dalam
bahasa sehari-hari Masyarakat Melayu Banyuasin.

Menariknya, walaupun pernah menjadi satu
“wadah “ dalam Kabupaten Musi Banyuasin sebelumnya,
masyarakat Banyuasin memiliki bahasa yang berbeda
dengan “saudaranya” suku Musi Sekayu di Kabupaten
Musi Banyuasin. Orang-orang Banyuasin dalam gramatikal
sehari-harinya didominasi oleh huruf “e”, dan karena
memiliki kedekatan dengan Palembang secara geografis,
masyarakat Melayu Banyuasin ini tidak jauh berbeda
dengan bahasa masyarakat Melayu Palembang dibanding
bahasa masyarakat Musi Sekayu.

Namun menurut Bas M. Amin* dan Rozali Harom®
untuk mengkaji “masyarakat asli” Banyuasin, jangan

13 Bas M. Amin, Wawancara pada tanggal 7 Juni 2015.
1 Bas M. Amin, Wawancara pada tanggal 7 Juni 2013.

15 Rozali Harom, Wawancara pada tanggal 8 Juni 2015.
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dilupakan keberadaan suku Kubu. Menurutnya, mereka ini
juga berasal dari Melayu, namun mereka agak terbelakang
dari saudara mudanya Melayu Banyuasin. Sebelum orang
Melayu Banyuasin mendiami daerah ini, maka orang-orang
Kubu diperkirakan sudah tinggal di sebelah utara sampai
ke daerah Jambi.

Penyebutan kata “Banjoeasin (Banyuasin) en (dan)
Koeboe (Kubu) strekken (sudah maju)” untuk daerah
Kabupatenini,padamasaKolonialBelandayanglebihdikenal
sebagai daerah onderafdeeling, mengisyaratkan bahwa
adanya masyarakat Kubu tidak dapat disangkal sebagai
“etnis asli” Banyuasin, walaupun daerah pemukimannya
Lalang, Dawas dan Bayung Lencir pada masa sekarang
masuk dalam daerah administrasi Pemerintahan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin.

2.3.2. Penduduk Pendatang

PendudukBanyuasinyanglainadalahwarga pendatang.
Mereka berasal dari berbagai etnis yaitu Jawa, Bali, Sunda,
Bugis, Padang, Batak, Lampung, Cina, Komering, Ogan,
Lahat, Semendo dan sebagainya.

Adapun masyarakat pendatang ini yang paling
banyak didominasi oleh pendatang yang berasal dari
Jawa, mereka datang berawal dari Program Nasional
Transmigrasi. Kemudian pendatang mayoritas berikutnya
adalah Sunda, Bali, dan etnis Bugis yang masuk sebagai
transmigrasi spontan sedangkan lainnya bertempat tinggal
di Kabupaten Banyuasin dengan alasan mencari pekerjaan
(mata pencaharian) sebagai : buruh perkebunan, pegawai
negeri atau swasta, pedagang, tukang bangunan, buruh dan
sebagainya.

Menurut Bas M. Amin'®, orang-orang Jawa sudah
bermukim sejak zaman Belanda ketika menjadi kuli
perkebunan, menjadi romusha pada zaman Jepang dan

16 Bas M. Amin, Wawancara pada tanggal 7 Juni 2013.
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peserta transmigrasi. Pada zaman Orde Baru transmigrasi
ditempatkan pertama di daerah Mulia. Selain itu ada
perantau Bugis dan pasukan tentara Banten yang masuk
lewat perairan Sungsang dan orang-orang Padang yang
masuk lewat jalan darat untuk berdagang terutama ketika
zaman Orde Baru.

Penduduk Banyuasin dikenal mematuhi nilai-nilai
kehidupan budaya Melayu Islam. Di berbagai tempat di
daerah ini banyak terdapat masjid-masjid dan mushola
sebagaibentuk dari peradaban cara beribadah sesuai ajaran
Islam yang mereka terima secara turun temurun ratusan
tahun silam dari nenek moyangnya.

Menurut Bas M. Amin, Penduduk asli Banyuasin
diyakini dari suku Melayu Islam Palembang. Banyak bukti-
bukti yang menguatkan bahwa orang Palembang datang ke
Banyuasin kemudian menetap menjadi penduduk asli'’.

Bas M. Amin mengenang pada saat dirinya berusia 6
tahun ketika Belanda masih adadi tanah kelahirannya di
Pangkalan Balai sudah banyak pendatang dari Palembang,
Cirebon, Sunda, Ogan Komering Ilir, dan Meranjat Ogan Ilir,
bahkan sudah ada orang Batak Sumatera Utara dan orang
Bugis dari Sulawesi.

Para pendatang ini sangat mudah ke Banyuasin karena
Pangkalan Balai yang kini menjadi ibukota Kabupaten
Banyuasin, dahulunya menjadi sentral kehidupan
perekonomian jalur perairan sungai dan laut bagi daerah
lain. Orang dari pedalaman dahulu menjual hasil buminya
diangkut gerobak dan sepeda melalui Pangkalan Balai.
Orang Sungsang sejak dahulu mendayung perahu menjual
hasil tangkapan ikan dan hasil buminya juga ke Pangkalan
Balai®s.

Para pendatang itu kemudian ada yang berdagang
kecil-kecilan di Pasar Kalangan Pangkalan Balai. Mereka

7 Wawancara dengan Bas M. Amin pada tanggal 6 Juni 2013 di Pangkalan Balai.
18 Wawancara dengan Bas M. Amin pada tanggal 6 Juni 2013 di Pangkalan Balai.
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berjualan kebutuhan masyarakat sehari-hari, menjadi
tukang cukur atau penggunting rambut, tukang solder
perabotan dapur dan mengajarkan cara membuat kue
dan makanan-makanan enak yang belakangan diketahui
merupakan makanan khas Palembang seperti pempek,
burgo, lakso, dan lain sebagainya.

Zaman kecil kami (Bas M. Amin) dulu sudah menikmati
masakan seperti opor ayam atau masakan malbi yang sudah
lama dikenal di Palembang. Berarti makanan itu sudah
lama diketahui oleh masyarakat Banyuasin. Soalnya kami
sudah biasa makan makanan seperti itu sejak kecil, tandas
Bas M. Amin yang sudah berumur 82 tahun.

Bas M. Amin mengaku menimba ilmu pengetahuan
tahun 1941 di Sekolah Rakyat, satu-satunya di Pangkalan
Balai. Ia menjelaskan ada gurunya yang memakai gelar
asli Palembang di Pangkalan Balai. Guru itu bernama Haji
Kemas Abdul Hamid. Selain itu juga banyak gurunya yang
menggunakan nama yang sangat kental dengan nuansa
Islam seperti Rozak, dan Ahmad Rifa’i. Nama ataupun
gelar yang melekat pada nama-nama seperti ini memang
kebanyakan dipakai oleh orang-orang Melayu®.

Pada tahun 1930-an penduduk Banyuasin selain sudah
terbiasa menggunakan bahasa asli Banyuasin yang ujung
penyebutannya “e” di setiap bahasanya, juga terbiasa
memakai bahasa Palembang yang ujung sebutannya “0”
dalam berkomunikasi sehari-hari. Ini juga menguatkan
bahwa antara Palembang dan Banyuasin memiliki akar
budaya yang sama memakai bahasa Banyuasin dan bahasa
Palembang.

Selain itu budaya Banyuasin juga terpengaruh dengan
budaya Palembang. Dr. H. Burlian Abdullah, putra asli
Banyuasin asal Talang Kelapa, yang pernah menjabat
Ketua Ikatan Keluarga Banyuasin (IKBA) periode 2000-2003,
menegaskan kultur masyarakat Banyuasin mirip dengan

¥ Wawancara dengan Bas M. Amin pada tanggal 6 Juni 2013 di Pangkalan Balai.
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budaya Melayu Palembang. Tradisi pernikahan Banyuasin
misalnya sama persis dengan adat-istiadat pernikahan di
Palembang. Tata cara melamar maupun meminang calon
pengantin dan pakaian pengantinnya pun sama.

Jadi jelas kalau Banyuasin ini kultur budayanya adalah
Melayu Islam, tetapi setelah adanya program transmigrasi
masuk Banyuasin, peradaban Melayu Islam tetap mereka
jaga tetapi mereka beradaptasi menerima suku pendatang
lainnya. Inilah salah satu kelebihan lain dari Banyuasin
yang dalam kehidupan sosial budayanya selalu menjaga
kultur budaya Melayu Islam dan secara sosiologis siap
menerima kedatangan suku bangsa lain sebagai bagian
dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tandas
dr. H. Burlian Abdullah, yang tiga periode dari 1978 — 1999
menjabat anggota DPRD Tingkat I Sumatera Selatan dari
Partai Golongan Karya.

2.3.3. Transmigrasi

Program transmigrasi yang dilaksanakan sejak masa
Orde Baru sampai sekarang masih dilaksanakan. Tujuan
transmigrasi di antaranya adalah untuk pemerataan
jumlah penduduk dan mempercepat pengembangan
daerah. Banyuasin merupakan salah satu daerah di
Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi lokasi penempatan
transmigrasi.

Program nasional transmigrasi di Banyuasin dimulai
dengan angkatan pertama pada tahun 1970 sebanyak 5.000
kepala keluarga (KK) yang mayoritas berasal dari Jawa.
Mereka ditempatkan di daerah Cintamanis, Kecamatan
Banyuasin I yang lokasinya dibuat dan dibangun kanal
besar dan panjang menghubungkan antara aliran sungai
Musi dengan Air Padang dan Air Upang. Sampai sekarang
lokasi ini masih utuh, namun karena penanaman padi
dianggap kurang berhasil yang disebabkan debet air yang
kurang, maka pola tanam diganti dengan tanaman polowijo
dan berhasil.
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Transmigrasi angkatan Kedua dilakukan pada tahun
1971sebanyak 10.000kepalakeluarga (KK) yang ditempatkan
di kecamatan Makarti Jaya. Lokasi ini juga dibangun kanal
untukirigasi tanaman padi yang mendatangkan panen baik
setiap tahunnya. Kemudian sepanjang tahun 1979, 1980 dn
1981dilakukan transmigrasi angkatan ketiga pada empat
lokasi yang masing-masing transmigrannya berjumlah di
atas 10.000 KK yaitu di Muara Telang, dan Pulau Rimau,
kemudian dilanjutkan pada tahun 1981 di daerah Karang
Agung Tengah dan Ilir, Kecamatan Air Sugihan serta di
Kecamatan Tungkal Ilir.

Angkatan selanjutnya dilaksanakan sampai dengan
tahun 2003 - 2004, namun Kkuantitas transmigrannya
tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan transmigran
angkatan I, II dan IIl. Berdasarkan fenomena sosialnya,
bahwa para transmigran, terutama angkatan pertama
dan terakhir dirasakan kurang dapat berintegrasi, baik
dengan penduduk asli atau pendatang lainnya, hal ini lebih
disebabkan persoalan lokalitasnya yang jauh dari tempat
tinggal penduduk asli dan pendatang lainnya tersebut.

Pembinaan transmigrasi tersebut hingga tahun 2007
masih dilakukan yang meliputi berbagai sasaran, yaitu :

» Peningkatan produktivitas transmigrasi;

* Peningkatan efektifitas pemanfaatan ruang yang
berwawasan lingkungan;

* Meningkatkan kemudahan transmigrasi dan
penduduk sekitar untuk memenuhi berbagai
kebutuhan dasar;

* Menumbuh kembangkan Kkegiatan ekonomi

transmigasi dan penduduk sekitar serta membuka
peluang usaha dan kesempatan kerja;

Menurut data Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuasin
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pada tahun 2007, jumlah dan lokasi binaan transmigran,
meliputi :

* Kecamatan Banyuasin I : lokasi Satuan Pemukiman
4 (SP4) Air Kumbang Padang yang penempatannya
tahun 2001/2002 berjumlah 300 KK atau 1.226 jiwa;
SP5 Air Kumbang Padang yang penempatannya
tahun 2001/2002 berjumlah 375 KK atau 1.449 jiwa;
SP6 air Kumbang Padang yang penempatannya
tahun 2002 berjumlah 260 KK atau 1.107 jiwa;
SP7 Air Kumbang Padang yang penempatannya
tahun 2002 sejumlah 250 KK atau 1.004 jiwa; SP1
Perambahan SP1 yang penempatannya tahun
2003/2004 berjumlah 100KK atau 364 jiwa.

¢ Kecamatan Pulau Rimau yang penempatannya
tahun 2001 berjumlah 300 KK atau 1.228 jiwa;

* Kecamatan Tungkaal Ilir di SP2 daerah Bertak yang
penempatannya tahun 2002 berjumlah 450 KK atau
1.713 jiwa; SP3 Bertak yang penempatannya tahun
2002 berjumlah 365 KK atau 1.566 jiwa; SP1 Bertak
yang penempatannya tahun 2003/2004 sejumlah
440 KK atau 1.816 jiwa.

Dari tahun 2003 hingga tahun 2011 penempatan
transmigrasi di Kabupaten Banyuasi mengalami penurunan
dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat pada uraian di
bawahini.Padatahun2009jumlah penempatantransmigrasi
di Kabupaten Banyuasin hanya 175 kepala keluarga atau
623 jiwa. Satu tahun kemudian, yaitu pada tahun 2010
penempatantransmigrasi di Kabupaten Banyuasin sebanyak
100 kepala keluarga dengan total 364 jiwa. Sedangkan pada
tahun 2011 jumlah penempatan transmigrasi di Kabupaten
Banyuasin sebanyak 118 kepala keluarga dengan jumlah
420 jiwa. Artinya, dibandingkan dengan tahun 2003
hingga akhir tahun 2011 total penempatan transmigrasi di
Kabupaten Banyuasin menurun hingga 85, 92 %.
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2.3.4. Transmigrasi Spontan Suku Bugis

Transmigrasi spontan suku Bugis telah ada sejak tahun
1963 dan 1964, mereka menempati daerah Kecamatan
Sungsang, Teluk Payo dan Penuguan. Sistemnya dengan
membuat parit yang dibuka secara berangsur-angsur dimulai
dari 500 hektar, setelah selesai ditambah lagi 500 hektar,
selanjutnya ditambah lagi 500 hektar dan demikian seterusnya
sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan yang ada.

Dampak dari usaha tersebut dengan berdirinya
berbagai desa atau perkampungan Bugis di Teluk Payo.
Berdirinya desa-desa itu yang menyebabkan mereka
membawa keluarganya, karena adanya faktor kedekatan
wilayah, maka masyarakat transmigran spontan di daerah
ini cepat berintegrasi dan bergaul dengan penduduk yang
ada di sekitarnya.

Kategori penduduk pendatang lainnya, adalah
mereka yang eksodus ke Banyuasin tidak lewat program
transmigrasi. Mereka pada umumnya datang ke Banyuasin
karena dorongan mencari pekerjaan dan penghidupan,
umumnya terdiri atas etnis yang dikenal sebagai perantau
di daerah Nusantara, misalnya Padang (Minangkabau) dan
Batak. Masyarakat asal Minangkabau kebanyakan datang
ke Banyuasin bermotif perdagangan dengan membuka
usaha seperti restoran, toko kelontong, pedagang keliling
yang mendatangi kalangan atau pekan.

2.4. Adaptasi Kemajemukan

Manifestasi kehidupan penduduk Banyuasin yang sejak
lama bisa bertahan lebih terbuka dengan para pendatang
karena warganya bersikap menerima budaya luar dan
mudah beradaptasi dalam perilaku social. Penduduk
asli Melayu Islam Banyuasin hidup rukun damai dan
bertoleransi terhadap suku pendatang dari manapun.

Selain mayoritas penduduknya memeluk agama Islam
ada juga yang memeluk agama lain. Kelebihan lain dari
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Banyuasin dalam social budayanya yaitu menjaga kultur
budaya Melayu Islam dan pandai menjaga keharmonisan
dengan masyarakat pendatang dari suku bangsa lain
sebagai bentuk kehidupan yang pandai beradaptasi dengan
kemajemukan?.

Sikap menerima kedatangan suku bangsa lain ini
menunjukkan bahwa warga Banyuasin merupakan
pendudukyangbertoleransitinggi dengan sesame penduduk
asli maupun warga pendatang. Warga Banyuasinpun lebih
fleksibel pada nilai-nilai budaya yang dibawa oleh para
pendatang dari daerah asalnya. Kemajemukan lainnya
dalam hal mata pencaharian yang mereka tekuni sebagai
petani, nelayan, pedagang, usaha jasa, pegawai negeri atau
swasta, anggota TNI maupun kepolisian Republik Indonesia.

Bas M. Amin tokoh Banyuasin yang sepuluh tahun
bergelut dalam bidang dunia seni dan perfilman serta
jurnalistik di Jakarta dan Jawa Timur sejak tahun 1952
menilai eratnya hubungan social budaya antar suku di
Banyuasin yang terjadi sejak dahulu it uterus berlangsung
dan menjadi peradaban budaya yang semakin kokoh.

Hal tersebut dibuktikan dari banyaknya pernikahan
antar penduduk asli dengan warga suku pendatang yang
latar belakang social budaya yang berbeda satu sama lain.
Kemajemukan sosial budaya dari beberapa suku ini terjalin
baik oleh berbagai suku yang ada di Banyauasin?'.

Terbentuknya sistem pemukiman di Banyuasin
diawali dengan bertempat tinggalnya “etnis asli” orang-
orang “Melayu Banyuasin” yang pada awalnya hidup
mengelompok atas dasar hubungan “genealogis”. Dalam
usaha memenuhi kebutuhan hidupnya, mendorong
mereka menciptakan perekat hubungan dengan bahu
membahu, tolong menolong, gotong royong, dan saling

2 Ajmal Rokian, Sejarah, Khasanah, Budaya dan Profil Potensi Kabupaten Banyuasin,
Pangkalan Balai : Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Banyuasin, 2014), hal. 12.

2t Ajmal Rokian, /bid., hal. 12.
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melindungi dalam suatu kerukunan. Ikatan seperti inilah
yang mendasari mereka menciptakan kebutuhan bersama
dengan mendirikan kampong hunian. Perkampungan lebih
lanjut, kalau di tempat sekelilingnya sudah tidak mungkin
memberikan lahan sebagai lapangan pekerjaan atau usaha
untuk bekal hidupnya, mereka kemudian mencari lahan
baru.

Pencarian lahan baru tersebut pada umumnya
dilakukan oleh penganten baru. Mereka menetap yang
kemudian diikuti masyarakat lainnya, sampai akhirnya
lokasi menetapnya menjadi sebuah perkampungan baru
yang tidak bisa terlepas dari kampong induk. Pemukiman
di daerah perkampungan baru ini dinamakan “Talang
Batin”. Perkembangan perkampungan Talang Batin tersebut
setelah meluas dan membesar akhirnya menyatukan diri
dalam wadah yang dikenal dengan nama “Pemerintahan
Marga”, dengan system aturan hidup masyarakatnya yang
rukun, aman, tentram dan sejahtera.

Kenyataan historis seperti itu, memunculkan fakta
yang tidak dapat disangkal bahwa sebelummenjadi suatu
kabupaten, orang-orang Banyuasin juga dikenal sebagai
“etnis perantau”, mereka banyak yang merantau Kke
daerah-daerah lainnya, terutama untuk mencari lapangan
pekerjaan, mengadakan kegiatan bisnis, atau menjadi
pegawai dan sebagainya. Kadang kala kesuksesan mereka
di daerah rantau menyebabkan diikuti juga dengan
masyarakat Banyuasin lainnya.

Selain dikenal sebagai orang-orang “berkebudayaan
inward”?, daerah Banyuasin juga dikenal sebagai wilayah

22 Kajian kebudayaan inward sangat menarik dikemukakan oleh  Jousairi Hasbullah.

Mmamang dan Belanda : Goresan-Goresan Wajib Sosial-Ekonomi dan Kependudukan
Sumatera Selatan Zaman Kolonial Belanda dan Refleksi pada Hari Ini. (Palembang :
Universitas Sriwijaya, 1996), hal. 78-79. Kebudayaan /nward dianggapnya sebagai percikan
friksi cultural masyarakat uluan sebagai akibat tekanan zaman Kesultanan Palembang
dan Kolonial Belanda. Inward Looking lahir dari adanya stratifikasi atas dasar “turunan”,
baik akibat kedekatan dengan keluarga Sultan maupun akibat system kepangkatan zaman
Kolonial, walaupun stratifikasi seperti ini masih tetap kuat, namun di tengah-tengah system
seperti ini tidak kalah kuatnya pula muncul stratifikasi social yang didasarkan atas berkah
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tempat berdatangannya masyarakat “pendatang” lainnya
yang terdiri atas berbagai etnis, baik lewat transmigrasi
maupun melalui pola perdagangan, buruh dan lain
sebagainya seperti yang telah diuraikan di atas.

Menariknya, pola kedatangan masyarakat pendatangini
memperlihatkan adanya komunitas, kesatuan masyarakat
yang berdasarkan “kewilayahan”. Anggota masyarakat
berdasarkan kewilayahan ini seperti terdapat di Kecamatan
Talang Kelapa, Kecamatan Betung, Kecamatan Banyuasin
III dan Kecamatan Mariana.Perekat mereka adalah sering
kali perasaan senasib antara pendatang “perantau”
menyebabkan timbulnya hubungan satu sama lainnya
atas dasar kepentingan keamanan dan menjaga hubungan
bisnis.

Terciptanya pola hunian masyarakat yang terbentuk
atas dasar hubungan “genealogis” dari penduduk asli dan
“kewilayahan” dari penduduk pendatangdi Kabupaten
Banyuasin tersebut menyebabkan timbulnya kemajemukan
masyarakatdidaerahini.Kemajemukanmasyarakattersebut
menyebabkan munculnya dinamika kemasyarakatan yang
menarik di Banyuasin, anggota masyarakatnya merasa
berasal dari satu keturunan dan dating kemudian anggota
masyarakat yang tidak membawa kelompok atas dasar
hubungan darah, melainkan perorangan atau Kkeluarga
batih saja.?

Masyarakat berdasarkan “hubungan kewilayahan” di
Kabupaten Banyuasin terdapat di bagian Timur Sungsang
daerah Kecamatan Banuasin I, Kecamatan Muara Padang

harta yang didapat. Maka ketia karet mencapai boomingnya, tauke-tauke karet di daerah
uluan, termasuk juga di Banyuasin mendaulat dirinya sebagai sosok keberhasilan yang
membanggakan. Mereka tidak malu-malu mengaktualisasikan diri sebagai manuasia kelas
atas, salah satunya terefleksi pada pesta-pesta perkawinan. Mereka mampu menyuguhkan
pesta perkawinan secara besar-besaran dengan tamu-tamunya yang berjumlah ribuan
orang disertai pentas hiburan-hiburan yang “waah” dengan aliran uang yang cukup besar.
Salah satunya muncul bentuk-bentuk perjudian sebelum acara pesta perkawinan dimulai.
Masyarakat Banyuasin pada umumnya adalah orang-orang yang selalu ingin maju dan
senantiasa ingin sejajar dengan siapapun.

2 Keluarga batih adalah keluarga inti yang hanya beranggotakan ayah, ibu dan anak-anaknya.
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dan Kecamatan Makarti Jaya yang dalam wilayah ini
terdapat daerah pemukiman di mana penduduknya berasal
dari satu etnis, baik etnis Jawa, sunda, Bali maupun etnis
Bugis.

Pada daerah yang berdasarkan hubungan “genealogis”
terdapat dipemukiman bagian barat Banyuasin, “etnis asli”
berdiam bersamaan dengan individu-individu yang dating
sendirian atau mengelompok secara kecil dengan etnisnya,
misalnya asal Lampung, Cina, Batak, Padang, Riau, Lahat,
Ogan, Komerting, dan sebagainya.

Dampak dari adanya kemajemukan masyarakat di
Kabupaten Banyuasin tersebut memunculkan berbagai
organisasi sosial atau paguyuban yang berafiliasi
berdasarkan latar belakang etnis. Sama seperti pada tingkat
provinsinya, dalam wilayah daerah Kabupaten Banyuasin
terbentuk tidak kurang dari 25 organisasi kemasyarakatan
yang bertujuan menjalin hubungan kerukunan satu sama
lainnya. Organisasi - organisasi tersebut di antaranya dapat
diuraikan sebagai berikut :

1. DPP Kerukunan Keluarga Palembang (KKP);

2. Kerukunan Keluarga Kawanua Palembang;

3. Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia

(PSMTD);
. Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI);

5. Paguyuban Jawa Sumatera (PUJASUMA);
Persatuan Masyarakat Kayuagung Palembang
(PMKP);

7. Himpunan Keluarga Masyarakat Ogan Komering
Ilir (HIKMAHOKI);

Kerukunan Masyarakat Urang Diri (KEMUDI);
Ikatan Keluarga Besar Maluku
10. Kerukunan Krama Bali;

11. Ikatan Keluarga Banyuasin (IKBA);
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12. Tkatan Keluarga Ogan Ulu;

13. Ikatan Keluarga Gumay;

14. Ikatan Keluarga Nusa Tenggara Timur (NTT);
15. Ikatan Keluarga Madura;

16. Ikatan Keluarga Sunda;

17. Ikatan Keluarga Gorontalo;

18. Ikatan Keluarga Besar Maluku (IKBM);

19. Ikatan Keluarga Papua;

20. Paku Banten;

21. Badan Musyawarah Keluarga Minang (BMKM);
22. DPP Juarai Besemah;

23. Himpunan Zuriyat Kesultanan Palembang
Darussalam (HZKPD);

24. Kamuba;
25. Lampung Sai;

26. Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga
Sulawesi Selatan (BPKKS) Provinsi Sumatera
Selatan;**

Organisasi berlatar belakang etnis tersebut semuanya
menyatakan akan mendukung pembangunan di Kabupaten
Banyuasin khususnya dan Provinsi Sumatera Selatan pada
umumnya dengan tetap menjaga kerukunan dan hubungan
yang baik dengan antar organisasi dan pemerintah di
wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Keanekaragaman penduduk yang tersebar diberbagai
wilayah kecamatan di Kabupaten Banyuasin merupakan
kekayaanbudayayangtakternilaiharganya. Selain penduduk
asli (Melayu), Banyuasin dihuni oleh berbagai etnis, seperti
etnis Jawa, Minangkabau, Bugis, Batak, Acah, Palembang,
Keturunan Cina, Sunda, Bali, NTT, Maluku dan sebagainya.

24 Hambali Hasan, dkk., Sejarah Rakyat dan Pemerintahan Kabupaten Banyuasin,
(Pangkalan Balai : Kabupaten Banyuasin, 2007/2008), hal. 21-22.
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Dengan demikian daerah ini terbentuk dari perpaduan
berbagai komposisi penduduk dan menjadikannya
harmonisasi yang potensial untuk pengembangan
pembangunan daerah. Komposisi penduduk Kabupaten
Banyuasin berdasarkan agama didominasi oleh agama
Islam dengan prosentasi sebesar 99 %. Sedangkan selebihnya
yang hanya 1 % dianut oleh beberapa agama seperti Kristen,
Protistan, Katolik, Budha, Hindu dan Konghuchu.

Laju pertumbuhan penduduk merupakan barometer
untuk menghitung besarnya semua kebutuhan yang
diperlukan masyarakat, seperti perumahan, sandang,
pangan, pendidikan dan sarana penunjang lainnya.
Berdasarkan hasil registrasi penduduk, jumlah penduduk
Kabupaten Banyuasin pada tahun 2003 adalah sebesar
690.422 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki 355.443
jiwa dan penduduk perempuan 334.979 jiwa.

Penduduk Kabupaten Banyuasin pada tahun 2007
berjumlah 763.565 jiwa dengan perincian 177.379 kepala
keluarga, 377.997 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-
laki, dan perempuan sebanyak 385.568 jiwa. Dengan
pertumbuhan penduduk sebesar 1, 58 % per tahun. Sampai
dengan pertengahan tahun 2011 telah bertambah menjadi
762.482 jiwa, yang meliputi penduduk laki-laki sebanyak
389.907 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 372.575
jiwa. Hal ini berarti mengalami peningkatan dengan arata-
rata laju pertumbuhan penduduk sekitar 2, 6 %.

Kecamatan Talang Kelapa adalah kecamatan dengan
kepadatan penduduk tertinggi yaitu 224, 51 jiwa per
kilometer persegi di pertengahan tahun 2011. Hal ini
dikarenakan letaknya yang strategis karena dekat dengan
kota Palembang. Sementara kecamatan dengan rata-
rata kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan
Banyuasin II, yang pada akhir tahun 2011 rata-rata
kepadatannya hanya 17, 09 jiwa per kilometer persegi.?

% Ir. H. Ameruddin Inoed Bupati Banyuasin, Biografi Pemimpin dan Profil Daerah, (Rajasa

Mitra Media, 2012), hal. 69.
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Secara umum bertambahnya pendudukdari tahun ke
tahun ternyata tidak diikuti dengan pemerataan penyebaran
penduduk. Jika dihubungkan dengan luas wilayahnya,
Kabupaten Banyuasin masih dikategorikan daerah dengan
penduduk jarang, yaitu dengan kepadatan penduduk 64
jiwa per kilometer persegi pada tahun 2014.%

Mayoritas mata pencaharian penduduk Banyuasin
berasal dari sektor pertanian yaitu sebesar 41, 52 % dari
jumlah penduduk yang bekerja; Pekerja sebagai buruh
sebanyak 13, 22 %; sector perikanan 3, 5 %; perdagangan
6, 3 %; wiraswasta 6, 3 %, Pegawai Negeri Sipil (PNS) 2, 9 %.
Jika dikalkulasikan jumlah penduduk Kabupaten Banyuasin
yang bekerja berjumlah 32, 7 % dari jumlah penduduk
Banyuasin. Sementara jumlah penduduk yang tidak bekerja
sebesar 45 % dan pelajar yang mencapai 22, 2 % dari jumlah
penduduk Banyuasin. Berikut ini data jumlah penduduk
Banyuasin beserta luas wilayah dan kepadatannya.

Dilihat dari tabel 2.1, kecamatan terluas adalah
Kecamatan Banyuasin, sedangkan kecamatan terkecil
adalah Kecamatan Rantau Bayur. Kecamatan dengan
jumlah kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan
Talang Kelapa dengan kepadatan 111, 74 jiwa per kilometer
persegi. Sementara kecamatan dengan penduduk paling
jarang adalah Kecamatan Banyuasin II dengan kepadatan
17, 64 jiwa per kilometer persegi. Kabupaten Banyuasin
merupakan wilayah dengan penduduk paling banyak
nomor dua di Provinsi Sumatera Selatan setelah kota
Palembang. Namun pada kenyataannya wilayah ini masih
dalam kategori penduduk jarang, yaitu sebesar 64, 01 jiwa
per kilometer persegi.

% Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuasin Tahun 2014.
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Tabel 2.1.

Jumlah penduduk, jumlah desa/kelurahan, luas daerah dan rata-
rata Penduduk per km persegi menurut kecamatan di Kabupaten

Banyuasin.
Jumlah Luas Rat:':l-yata
No. | Kecamatan Pendudik Daerah | pendidik per
(km2) km2

1. Rantau Bayur 43.383 593,00 73,16

2, Betung 63.139 794,00 79,52

3, Banyuasin III 86.397 874,17 98,83

4. Pulau Rimau 84.306 944,05 89,30

5. Tungkal Ilir - - -

6. Talang Kelapa 131.347 1.175,52 111,74
T Tanjung Lago - - -

8. Banyuasin I 74.138 701,38 105,70
9. Rambutan 40.367 624,55 64,63
10. | Muara Padang 83.049 1.558,64 53,28
11. | Muara Sugihan - - -

12. | Banyuasin II 47,291 2.681,28 17,64
13. [Makarti Jaya 44.295 736,34 60,16
14. | Air Saleh - - -

15. [Muara Telang 59.685 1.150,06 51,90

Jumlah 757.387 11.832,99 64,01

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuasin Tahun 2007.

Dalam perkembangan selanjutnya dari tahun 2007
hingga tahun 2011, penduduknya mengalami pertumbuhan
yang signifikan. Pada tahun 2011 jumlah penduduk di
Kabupaten Banyuasin ada sekitar 762.482 jiwa atau naik
1, 65 % dari tahun sebelumnya; Dengan rasio jenis kelamin
sebesar 104, 25 persen. Hal ini berarti bahwa dari setiap
100 penduduk perempuan terhadap 104 penduduk laki-
laki. Untuk wilayah kecamatan, rasio jenis kelamin di atas
105 dimiliki oleh Kecamatan Pulau Rimau sebesar 108, 17
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persen, Tungkal Ilir 108, 71 persen, Muara Padang 107,48
persen, Muara Sugihan 107, 37 persen, Air Saleh 106, 37
persen dan Banyuasin II 106, 21 persen. Kecamatan Rantau
Bayur, Banyuasin III, dan Sembawa memiliki rasio jenis
kelamin paling kecil, yaitu masing-masing 100, 67 persen,
100, 21 persen, dan 100, 20 persen.

Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan
pendidikan Banyuasin belum menunjukkan angka yang
ideal. Jumlah penduduk tidak bersekolah sebesar 51, 69
%, sedangkan penduduk yang hanya menamatkan sampai
Sekolah Dasar (SD) sebesar 23, 79 persen. Sementara jumlah
penduduk yang menamatkan sampai Sekolah Menengah
Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) masing-
masing sebanyak 13, 66 persen dan 9, 14 persen. Selanjutnya
penduduk yang menamatkan hingga ke jenjang perguruan
tinggi yaitu Diploma 1, 10 persen; Sarjana 0, 56 persen;
dan Pasca Sarjana 0, 03 persen dari total penduduk seluruh
Kabupaten Banyuasin.

2.5. Ekonomi, Pariwisata, Lingkungan Hidup dan
Pendidikan

2.5.1. Ekonomi

Kondisi perekonomian Kabupaten Banyuasin berasal
dari berbagai sektor andalan seperti sektor pertanian 34,
98 %; sektor industry pengolahan 19, 51 % dan dari sektor
pertambangan sebesar 15, 99 %. Wilayah Kabupaten
Banyuasin yang sebagian besar berupa dataran rendah
areal pasang surut mempunyai potensi yang besar untuk
dikembangkan menjadi sentra pertanian tanaman pangan.
Beberapa lokasi yang telah dibuka dan dikembangkan untuk
persawahan dengan memasukkan teknologi yang tepat dan
pengolahan air yang memadai sehingga dapat memberikan
hasil yang mampu menyamai persawahan beririgasi.

Kabupaten Banyuasin sangat unggul dalam bidang
pertanian, peternakan, perkebunan serta perikanan laut.

MARGA DAN PEMERI
RABUTATEN BANYUASIN PROY

jiscisH




Untuk sektor kehutanan Kabupaten Banyuasin mempunyai
kawasan hutan seluas 472.567 hektar dan 198.031 hektar
lahan perkebunan. Dengan kawasan areal yang luas
tersebut terbukti secara potensial dapat dikembangkan
perkebunan karet, kelapa, dan kelapa sawit yang terbesar
di seluruh kecamatan di Kabupaten Banyuasin.

Wilayah pesisir Banyuasin telah dikenal sebagai sentra
perikanan laut seperti di Sungsang dan Sembilang, Sungai
Banyuasin, Sungai Musi dan Pesisir Pantai Timur Banyuasin.
Sektor perikanan ini meliputi perikanan laut, perikanan
budidaya kolam, dan budidaya keramba. Pada tahun 2014
diperoleh 76.501, 39 ton hasil perikanan.

Sektor pertanian merupakan sektor unggulan di
Kabupaten Banyuasin, karena sector ini memberikan
kontribusi yang paling besar terhadap perekonomian
Banyuasin. Sektor pertanian mempunyai lima sub sector,
meliputi sector tanaman bahan makanan (tabama) atau
sering disebut tanaman pangan hortikultura, perkebunan,
kehutanan, peternakan dan perikanan.

Produksi padi di Kabupaten Banyuasin pada tahun
2011 mencapai 820.377 ton; meningkat dari 545.185 ton
pada tahun 2004. Dengan demikian laju pertumbuhannya
mengalami peningkatan sebesar 50, 48 %. Sedangkan luas
areal yang semula 153.633 hektar meningkat menjadi
196.255 hektar atau tumbuh sebesar 27, 74 %.

Perbandingan produksi per hektar antara padi sawah
dan padi lading menunjukkan bahwa rata-rata produksi
sawah selalu lebih tinggi dibandingkan padi lading. Hal ini
disebabkan karena padi sawah mendapatkan pengairan
yang baik dan teratur dibandingkan padi lading.

Selanjutnya komoditas Palawija mencakup cagung,
ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau
juga cukup menggembirakan. Tanaman palawija ini dapat
ditanam di areal sawah maupun lading. Kenaikan produksi
palawija terjadi pada komoditas jagung, ubi kayu, kacang
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kedelai, dan kacang hijau. Sedangkan produksi ubi jalar
dan kacang tanah cencerung menurun dibandingkan tahun
sebelumnya. Dari seluruh jenis tanaman palawija, produksi
terbanyak yaitu ubi kayu, diikuti jagung dan produksi ubi
jalar, kacang tanah, dan kacang kedelai.?’

Produksi palawija di tahun 2003 ada 33.921, 2 ton
meningkat menjadi 61.537, 1 ton pada tahun 2011, atau laju
pertumbuhannya sebesar 44. 88 %. Sedangkan luas areal
palawija pada tahun 2003 sebesar 4.413 hektar meningkat
menjadi 9.644 hektar pada tahun 2011 atau meningkat 54,
24 %. Produksi hortikultura pada tahun 2003 adalah sebesar
11.529, 2 ton dan meningkat pada tahun 2011 menjadi
11.841 ton, dengan laju pertumbuhan sebesar 2, 63 %.
Sedangkan luas areal hortikultura pada tahun 2003 sebesar
1.743 hektar meningkat menjadi 3.917 hektar pada tahun
2011, atau dengan laju pertumbuhan sebesar 55, 50 %.%

Dalam bidang perkebunan, seperti karet, kelapa
sawit dan kelapa merupakan komoditi perkebunan yang
banyak diusahakan oleh rakyat Kabupaten Banyuasin,
dibandingkan dengan komoditi kopi, dan kakao. Secara
keseluruhan dari tahun 2003 hingga tahun 2011 produksi
perkebunan mengalamipeningkatan hamper 100 % dan luas
areal meningkat sebesar 28, 41 %. Total areal perkebunan
di Kabupaten Banyuasin pada tahun 2011 sebesar 268, 916
hektar yang terdiri atas 159.397 perkebunan rakyat dan
109.519 hektar PBSN (Perusahaan Besar Swasta Nasional)
dan PBN (Perusahaan Besar Nasional).

Produksi karet pada tahun 2003 sebesar 91.314, 88
ton meningkat sebesar 4, 29 % menjadi 95. 230 ton pada
tahun 2011. Sedangkan luas areal pada tahun 2003 sebesar
79, 899 hektar meningkat menjadi 89,330 hektar atau
telah mengalami pertumbuhan sebesar 11, 80 %. Potensi
perkebunan karet terutama terbesar di Kecamatan Betung,
Banyuasin III, Rambutan dan Rantau Bayur.

27 Profil Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011, hal. 80.
% Jbid., hal. 81.
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Untuk komoditas kelapa sawit , Kabupaten Banyuasin
memberikan kontribusi hasil produksi bagi Sumatera
Selatan sekitar 13 %, yaitu pada tahun 2003 sebesar 37.320
ton dan meningkat pada tahun 2011 menjadi 37.012 ton,
atau dengan laju pertumbuhan sebesar 4, 53 %.

Sedangkan luas areal pada tahun 2003 sebesar 5.280
hektar telah meningkat pada tahun 2011 menjadi 18.041
hektar atau dengan laju pertumbuhan sebesar 241, 17 %.
Persebaran potensi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten
Banyuasin terutama berada di Kecamatan Pulau Rimau,
Talang Kelapa, Betung dan Kecamatan Banyuasin III.

Sementara pada komoditas kelapa dalam di Kabupaten
Banyuasin memberikan kontribusi terbesar di Sumatera
Selatan, yaitu sekitar 62 % dengan hasil produksi 47.675
ton dari perkebunan rakyat serta 1.817 ton dari PBSN
(Perusahaan Besar Swasta Nasional). Potensi perkebunan
kelapa tersebut tersebar di kawasan pesisir terutama
berada di Kecamatan Muara Telang, Muara Padang, Muara
Sugihan, Makarti Jaya, Pulau Rimau dan Rambutan.?

Produksi hasil hutan berupa Kayu Olahan Potong
pada tahun 2006 sebesar 6.221.187 meter kubik menurun
pada tahun 2011 menjadi 1.301.944.433 meter Kkubik.
Berdasarkan Hasil Hutan Kayu Olahan pada tahun 2003
sebesar 9.709.561 meter kubik meningkat pada tahun 2011
menjadi 12.885.677 meter kubik. Peredaran Hasil Hutan
Kayu Olahan Ekspor pada tahun 2003 sebesar 122.957, 41
meter kubik meningkat menjadi 412.766 meter kubik pada
tahun 2011. Peredaran pengiriman Hasil Hutan Kayu Bulat
Dalam Negeri pada tahun 2003 adalah sebesar 7.050, 81
meter kubik meningkat pada tahun 2011 menjadi 512.144,
74 meter kubik.

Perhatian pemerintah Kabupaten banyuasin pada
sector peternakan cukup tinggi. Bantuan ternak dan unggas
yaitu sapid an itik digelontorkan untuk meningkatkan

2 [bid, hal. 82.
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pendapatan masyarakat. Hewan ternak dibagi dalam
kelompok ternak besar, ternak kecil dan unggas. Ternak
yang termasuk kategori ternak besar adalah sapi perah,
sapi potong, kerbau dan kuda. Sedangkan kambing, domba,
babi, itik, ayam digolongkan pada ternak kecil dan unggas.

Secara umum, populasi ternak sapi tahun 2011
mencapai 27.071 ekor dan kerbau mencapai 2.201 ekor.
Sedangkan populasi kambing, domba, dan babi masing-
masing sebanyak 25.410 ekor, 2,391 ekor, dan 4.419 ekor,
secara keseluruhan berjumlah 61.492 ekor. Dibandingkan
pada tahun 2003 hanya sebesar 54.625 ekor atau meningkat
10,40 %. Unggas pada tahun 2003 berjumlah 1.471.710 ekor
telah mengalami peningkatan sebesar sepuluh kali lipat,
yaitu menjadi sebanyak 14.686.959 ekor.

Profil kemajuan sektor kelautan dan perikanan di
Kabupaten Banyuasin adalah sebagai berikut : produksi
perikanan perairan umum pada tahun 2003 adalah sebesar
7.760, 53 ton, dan pada tahun 2011 meningkat menjadi
8.994, 60 ton, dengan laju pertumbuhan sebesar 15,26 %.

Produksi perikanan budidaya kolam pada tahun 2003
adalah sebesar 639, 07 ton, dan pada tahun 2011 meningkat
menjadi sebesar 10.476, 70 ton, dengan laju pertumbuhan
lima belas kali lipat. Produksi perikanan budidaya
keramba pada tahun 2003 adalah sebesar 61, 26 ton dan
pada tahun 2011 meningkat menjadi 85, 20 ton, dengan
laju pertumbuhan sebesar 39, 08 %. Produksi perikanan
budidaya tambak pada tahun 2004 adalah sebesar 2.593, 5
ton, dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 10.503, 22 ton,
dengan laju pertumbuhan sebesar tiga kali lipat.*® Jumlah
alat penangkapan ikan di laut pada tahun 2003 adalah
sebesar 2.484 unit, dan pada tahun 2011 meningkat menjadi
3.968 unit, dengan laju pertumbuhan sebesar 59, 74 %.

Dalam bidang pertambangan, Kabupaten Banyuasin
merupakan daerah yang memiliki bahan galian yang

30 Ibid, hal. 84.
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cukup potensial seperti minyak dan gas bumi, batubara,
gambut, lempung, kaolin, pasir kuarsa. Kualitas batubara
di Banyuasin umumnya berjenis Ligmit-Subbituminous
dengan kalori 4000 -5000 Kcal/Kg dan memiliki kadar sulfur
dan abu rendah, baik untuk bahan bakar PLTU (Pembangkit
Listrik Tenaga Uap) dan sebagai komoditi ekspor non migas
yang dapat menjadi sumber devisa negara.

Untuk kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi
sebagian berlokasi di Kecamatan Pulau Rimau dengan
jumlah sumur produksi sebanyak 24 sumur atau 25.000
barel/hari dan wilayah lain seperti Kecamatan Rantau
Bayur, Banyuasin II, Tungkal Ilir dan Betung. Sedangkan
bahan galian batubara terbesar di 5 (lima) Kecamatan
yaitu Kecamatan Rantau Bayur, Kecamatan Pulau Rimau,
Kecamatan Betung, Kecamatan Banyuasin I dan Kecamatan
Banyuasin III dengan perkiraan 2, 5 milyar ton.

Dari data Dinas Pertambangan setempat telah terdapat
Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi seluas
12.674 hektar dan IUP (Izin Usaha Pertambangan) Eksplorasi
seluas 196.378 hektar yang berada di Kecamatan Banyuasin
III, Pulau Rimau, Rantau Bayur, Betung, Tungkal Ilir, Tlang
Kelapa, dan Kecamatan Muara Telang. Untuk jenis tambang
lainnyayaitu Kaolin sebesar 1.000.000 ton terdapat di
Kecamatan Talang Kelapa, Kecamatan Pulau Rimau dan
Kecamatan Betung. Tambang Kaolin ini dapat digunakan
sebagai bahan baku pembuat keramik, kertas, industry
farmasi, industry kosmetik dan plastik.

Selain itu terdapatjenis tambang bentonit yang tersebar
di Kecamatan Talang Kelapa. Tambang ini digunakan
sebagai bahan baku pembuat cat, bahan baku industri cor,
lem dan industry kelapa sawit. Kegiatan pertambangan
lainnya berupa Gambut sebesar 120.000.000 meter kubik
yang berada di Kecamatan Muara Padang, Pasir Silika
sebesar 675.000 meter kubik di Kecamatan Talang Kelapa
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dan Tanah Urug yang tersebar di sebagian besar wilayah
Kabupaten Banyuasin.*

Kegiatan pada sector pertambangan dan energy lebih
dititik beratkan pada kegiatan penelitian dan inventarisasi
bahan-bahan galian/pertambangan. Di samping itu dalam
mengembangkan eksplorasi dan eksploitasi akan terus
dilakukan melalui kontrak karya maupun kontrak bagi
hasil dengan para investor asing.

Upaya-upaya untuk memperluas jangkauan cekungan
hidrokarbon terhadap sumber minyak bumi terus
dilakukan. Barang tambang yang strategis dan vital di
daerah Kabupaten Banyuasin meliputi minyak bumi,
tanah liat, pasir dan tanah urug. Minyak bumi terdapat
di Kecamatan Pulau Rimau, dan Tanah Urug terdapat di
Kecamatan Talang Kelapa. Produksi minyak bumi tahun
2011 tercatat sebanyak 1.178.995 barel, atau naik sebesar 5,
89 % disbanding tahun sebelumnya.*?

Wilayah Banyuasin memiliki banyak pusat produksi
yang tersebar di beberapa tempat. Pusat-pusat produksi
tersebut menghasilkan komoditi berupa produk pertanian
seperti beras, hasil perikanan, produk perkebunan seperti
kelapa sawit, karet, kelapa, dan aneka komoditi lainnya.
Kegiatan perdagangan dilakukan melalui transaksi antara
produsen dan konsumen baik di pasar, pertokoan, maupun
melalui transaksi individual. Pasar merupakan tempat
usaha bagi para pedagang. Tempat usaha tersebut berupa
kios, los maupun pelataran. Data dari kantor pengelolaan
pasar menunjukkan peningkatan jumlah tempat usaha
yang menandakan peningkatan aktivitas jual beli.

Jumlah tempat usaha pada tahun 2003 sebanyak 881
unit dan pada tahun 2011 berkembang menjadi 2.606 unit,
dengan laju pertumbuhan sebesar 195, 80 %. Jumlah jenis

3 Amiruddin Inoed, Biografi Pemimpin dan Profil Daerah, (Rajasa Mitramedia), hal. 87.

32 Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Banyuasin Dalam Angka, (Pemerintah Kabupaten
Banyuasin, 2014), hal. 10.
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pasar pada tahun 2003 sebanyak 43 unit, dan meningkat
sebesar 69, 77 % pada tahun 2011 yaitu sebanyak 73 unit.

Keragaman hidup masyarakat Banyuasin juga
dipengaruhi oleh kehidupan ekonomi masyarakat.
Seperti jenis mata pencaharian pokok penduduknya yang
didominasi dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan,
dan perdagangan. Keadaan ini menimbulkan perbedaan
corak kehidupan social antar masyarakat. Keterbukaan
masyarakat Banyuasin akan suku-suku pendatang telah
menjadikan daerah ini bercorak majemuk, akan tetapi
tidak menimbulkan benturan-benturan social dikarenakan
adanya komunikasi yang selalu terjaga dengan baik.

2.5.2. Pariwisata

Sektor pariwisata seni dan budaya merupakan bidang
pembangunan yang memiliki potensi yang cukup besar
untuk dikembangkan di Kabupaten Banyuasin. Kualitas
daya tarik wisata di Kabupaten Banyuasin cukup beragam,
baik keunikan/kelangkaan, keragaman daya tarik maupun
jangkauan pemanfaatannya bagi wisatawan. Misalnya
sumber daya wisata Taman Nasional Sembilang yang
dengan luas sekitar 202.750 hektar mempunyai keunikan
sumber daya hayati yang tidak ditemukan di tempat lain
dan merupakan salah satu dari dua situs ramsar lahan
basah yang ada di Indonesia.

Keistimewaan kawasan Sembilang terutama karena
keberadaan Hutan Mangrove paling tebal di dunia (sekitar
35 km) yang mempunyai habitat berbagai jenis tanaman dan
hewan langka, sebagai tempat berkumpulnya kelompok
burung migrant jenis stork serta jenis burung langka
Wallace Howk Eagle.*

Kawasan hutan bakau yang sangat tebal, pesisir pantai
yang sangat panjang serta keberadaan pemukiman nelayan
di perairan pantai di Desa Sunggang cukup menunjang

3 Ameruddin Inoed, Biografi dan Profil Daerah, (Rajasa Mitra Media), hal. 84.
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dan menambah keragaman daya tarik wisata di kawasan
Sembilang.

Potensi eco-tourism yang sangat unik dan daya tarik
yang sangat beragam ini cukup layak untuk dimanfaatkan
dan dipasarkan bagi masyarakat internasional. Seperti
banyak dijumpai di tempat lain, sumber daya wisata
kawasan perkebunan di Kabupaten Banyuasin cukup
mempunyai daya tarik untuk dikunjungi.

Namun demikian, ragam daya tarik di area perkebunan
terbatas pada panorama/nuansa hijau perkebunan dan
kegiatan pengolahan hasil perkebunan yang ada di lokasi.
Pada saat ini kawasan perkebunan yang ada di Kabupaten
Banyuasin terutama Melania dan Sembawa sudah
dimanfaatkan masyarakat di sekitarnya sebagai tempat
berwisata. Dalam bidang budaya masyarakat Banyuasin
adalah masyarakat yang mempunyai akar budaya yang
kuat yaitu budaya Melayu yang kemudian diperkaya
dengan budaya-budaya dari suku-suku pendatang, seperti
suku Jawa, suku Minangkabau, suku Bugis, suku Batak,
suku Sunda, suku Sedayu, etnis Cina yang kesemuanya itu
menyatu dengan budaya Melayu masyarakat asli.

Di samping dengan pengayaan budaya dari suku-suku
luar, keberadaan budaya asli masyarakat Banyuasin masih
terjaga dengan baik dan dikembangkan menjadi bagian
dari kegiatan pariwisata seperti Tarian Sedulang Setudung
dan Tari Betangas yang telah dipentaskan ke luar daerah
bahkan sampai ke luar negeri.

2.5.3. Lingkungan Hidup

Secara ilmiah manusia berinteraksi dengan
lingkungannya. Manusia bernafas menghirup udara di
sekitarnya setiap detik. Makanan manusia diambil dari
sekitarnya , demikian pula minuman dan pakaian dan lain
sebagainya. Tergantung daritarafbudayanya, manusia dapat
sangat erat hubungannya dengan lingkungan hidupnya.
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Pertumbuhan penduduk yang pesat menjadi tantangan
bagipertumbuhansectorindustry dalamrangka pemenuhan
kebutuhan manusia, namun di samping terpenuhinya
kebutuhan ada dampak negative yang ditimbulkan antara
lain yaitu pencemeran lingkungan.

Lingkungan berpengaruh pada timbulnya suatu
penyakit, dimana factor lingkungan memberikan pengaruh
dan peranan terbesar. Hendrik L. Bum mengemukakan teori
bahwa ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi kesehatan
masyarakat yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan
kesehatan dan keturunan.

Keempat factor tersebut di samping berpengaruh
langsung pada kesehatan juga saling berpengaruh satusama
lain. Kualitas lingkungan yang buruk dapat mengakibatkan
gangguan kesehatan di masyarakat.

Tingginya angka Kkesakitan penyakit infeksi berbasis
lingkungan masih merupakan masalah utama di Indonesia,
tidak terkecuali juga di Banyuasin. Oleh karena itu
diperlukan suatu upaya untuk mengarah pada peningkatan
derajat kesehatan masyarakat, salah satunya peningkatan
kesehatan lingkungan.

Lingkungan merupakan tempat pemukiman dengan
segala sesuatunya di mana organismenya hidup beserta
segala keadaan dan kondisi yang secara langsung maupun
tidak langsung dapat diduga ikut mempengaruhi tingkat
kehidupan maupun kesehatan dari organisme itu.3 Sesuai
dengan perkembangan budaya masyarakat terdapat
masalah kesehatan lingkungan, angka penyakit, angka
kematian dan kesehatan yang setara dengan budaya
tersebut. Semuanya ditentukan oleh interaksi manusia
dengan lingkungannya.

Kesehatan lingkungan hidup menurut WHO (World
Health Organisation) adalah suatu keseimbangan antara

% Slamet Riyadi, Dasar-Dasar Kesehatan Lingkungan, (Jakarta : Balai Pustaka, 1976) , hal.
71.
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alam dan manusia dan lingkungan tercipta guna menjamin
keadaan sehat dari manusia. Ruang lingkup lingkungan
hidup di antaranya penyediaan air bersih / air minum,
pengolahan dan pembuangan limbah cair, gas dan padat,
pencegahan Kkebisingan, pencegahan penyakit bawaan
air, udara, makanan dan vector, pengelolaan kualitas
lingkungan air, udara, makanan, pemukiman dan bahan
berbahaya. Kualitas lingkungan yang buruk dapat
mengakibatkan gangguan kesehatan di masyarakat. Untuk
itu, perlu adanya pengelolaan kesehatan lingkungan yang
berkelanjutan.

Kesehatan lingkungan merupakan salah satu program
dari enam usaha kesehatandasar kesehatan masyarakat.
Kesehatan lingkungan ini sangat erat sekali hubungannya
dengan kesehatan masyarakat. Banyak aspek kesejahteraan
manusia dipengaruhi oleh lingkungan dan banyak penyakit
dapat dimulai, didukung, ditopang atau dirangsang oleh
factor-faktor lingkungan.

Lingkungan yang diharapkan bagi terwujudnya
keadaan sehat bagi masyarakat yaitu lingkungan yang bebas
dari polusi, tersedianya air bersih, sanitasi lingkungan
yang memadai, perumahan dan pemukiman yang sehat,
perencanaankawasanyangberwawasansehat. Keberhasilan
program kesehatan dan program pembangunan social
ekonomi pada umumnyadapat dilihat dari peningkatan usia
harapan hidup penduduk dari suatu daerah.

Meningkatnya  perawatan  kesehatan  melalui
Puskesmas. Meningkatnya daya beli masyarakat akan
meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu
memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai
pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan
dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya
akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan
memperpanjang usia harapan hidup.

Wilayah Kabupaten banyuasin yang sebagian besar
merupakan daerah perairan yaitu rawa pasang surut dan
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rawa lebak sangat berpotensi dan beresiko sebaran penyakit
yang bersumber dari lingkungan, peningkatan jumlah
penduduk meningkatkan jumlah produksi kebutuhan
meningkatkan pula jumlah limbah, akses air bersih yang
masih di bawah standar Indonesia, dan permasalahan
pemukiman, menuntut adanya keharusan pengelolaan
kesehatan lingkungan yang berkelanjutan secara terpadu
dan tuntas. Menyangkut penyediaan air bersih bagi
masyarakat, di Kabupaten Banyuasin pembangunannya
boleh dikatakan cukup berhasil. Pada tahun 2003 total
rumah tangga yang mempunyai fasilitas air bersih hanya
sebanyak 2.917 KK, sedangkan pada akhir tahun 2011 telah
berhasil ditingkatkan menjadi 187.346 KK.%*

Faktor lainnya yang juga menyangkut kesehatan
lingkungan adalah penyediaan fasilitas pembuangan
sampah. Hal ini amat penting mengingat jumlah sampah
dari tahun ke tahun terus meningkat sejalan dengan
perkembangan penduduk Kabupaten Banyuasin sehingga
transaksi ekonomi, perdagangan, industri dan penyediaan
kebutuhan manusia lainnya semakin lama terus meningkat.

2.5.4. Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan hal yang sangat penting
dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia
(SDM). Semakin tinggi pendidikan masyarakat berarti
kualitas sumber daya manusia juga akan semakin baik.
Dalam bidang pendidikan, variable-variabel seperti jumlah
gedung sekolah, jumlah murid dan jumlah guru sering kali
ditampilkan untuk menggambarkan situasi pendidikan.

Pada tahun ajaran 2010/2011, di Kabupaten Banyuasin
memiliki gedung sekolah sebanyak 772 unit yang terdiri
atas 538 unit gedung Sekolah Dasar (SD), 155 unit gedung
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan 79 unit
gedung Sekolah Menengah Atas (SMA) termasuk kejuruan.

3 Slamet Riyadi, /bid., hal. 72
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Keadaan ini tentu menunjukkan angka pertumbuhan
yang cukup tinggi, di mana pada tahun 2003/2004 di
Kabupaten Banyuasin jumlah gedung sekolahnya adalah
sebesar 780 unit yang terdiri atas 538 unit gedung Sekolah
Dasar (SD), 41 unit gedung Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama (SLTP), dan 193 unit gedung Sekolah Menengah
Atas (SMA) termasuk kejuruan.

Sekolah-sekolah tersebut dipakai oleh murid-murid
sekolah negri dan swasta selama tahun ajaran 2003/2004,
jumlah murid SD sebanyak 97.930 orang, murid SLTP
sebanyak 21.318 orang, dan murid SMA sebanyak 9.155
orang. Pada tahun 2011/2012 jumlah murid yang ada
cenderung mengalami peningkatan dibandingkan tahun
2003/2004, yaitu jumlah murid SD sebanyak 104.395 orang
atau meningkat sebesar 6, 60 %, murid SLTP sebanyak
190.982 orang atau meningkat hamper Sembilan Kkali lipat,
dan yang sangat meningkat adalah murid SMA menjadi
sebanyak 565.515 orang.%

Jumlah guru yang mengajar di masing-masing sekolah
pada tahun ajaran 2003/2004 terdiri atas 4.477 orang guru
Sekolah Dasar termasuk MI, selanjutnya ada 1.391 guru
SLTP termasuk MTs, serta guru SMA termasuk kejuruan
dan MA sebanyak 572 guru. Hingga akhir tahun ajaran
2011/2012 jumlah guru yang mengajar di masing-masing
sekolah terdiri atas 6.667 guru Sekolah Dasar termasuk MI
atau meningkat sebesar 48, 92 %, 2.104 guru SLTP termasuk
MTs atau meningkat sebesar 51, 26 %, serta guru SMA
termasuk kejuruan dan MA sebanyak 1.327 orang guru atau
meningkat sebesar 131, 99 %.*’

Secara umum angka melek huruf (AMH) penduduk
Kabupaten Banyuasin tahun 2003 sebesar 65,4 persen dan
pada tahun 2011 meningkat sebesar 69,78 persensen atau
dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 6, 69 persen.

% Ir.H. Amiruddin Inoed, Bupati Banyuasin, Biografi Pemimpin dan Profil Daerah, Rajasa
Mitra Media, hal. 73.

37 Amiruddin Inoed, Ibid., hal. 74.
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2.6. Profil Pemerintahan Daerah

Kabupaten Banyuasin merupakan wilayah yang
baru hasil pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin.
Pangkalan Balai sebagai ibukota merupakan kota yang
terletak di antara 2 kota besar yaitu Kota Palembang dan
Kota Sekayu. Dengan jarak sekitar 47 km dari pusat kota
Palembang atau sekitar 45 menit hingga 1 jam perjalanan
dari kota Palembang. Kondisi seperti ini menjadikan
Pangkalan Balai sebagai kota transit atau persinggahan
bisnis dan perdagangan yang baik.

Pada usia yang relatif masih muda kabupaten ini telah
mempunyai fasilitas pelayanan publik yang representatif
seperti Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten
Banyuasin. Pusat perkantoran ini terletak di Sekojo
Pangkalan Balai dengan luas areal sebesar 100 hektar ini
telah ditempati pada bulan Juli 2007.

Secara fisik komplek ini terdiri dari Kantor Bupati,
Kantor DPRD, Kantor Dinas/Badan, Mesjid Agung, dan
Gedung Serba Guna serta dilengkapi dengan akses jalan
lingkar. Keberadaan komplek perkantoran yang menelan
dana pembangunan sebesar 300 milyar ini telah membuka
akses perkembangan daerah serta memberikan kemudahan
pelayanan prima terhadap masyarakat.

Seperti halnya dengan kabupaten lainnya yang ada
di Indonesia, Kabupaten Banyuasin terbagi menjadi
kecamatan-kecamatan dan selanjutnya dibagi menjadi
desa/kelurahan. Sepanjang tahun 2006, Kabupaten
Banyauasin telah mengalami pemekaran wilayah,
khususnya pemekaran kecamatan. Pada tahun 2005 jumlah
kecamatan di Kabupaten Banyuasin berjumlah 11 (sebelas)
kecamatan. Kemudian pada tahun 2006 jumlah kecamatan
di Kabupaten Banyuasin meningkat menjadi 15 (lima belas)
kecamatan atau bertambah sebanyak 4 kecamatan. Berikut
ini adalah nama kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin
beserta ibukotanya.
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Tabel 2.2
Nama Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin dan

ibukotanya
Luas Jumlah
No.| Kecamatan Daerah Desa/ Ibu kota
(km2) | Kelurahan
.| Rantau Bayur 593, 00 17 Pengumbuk
2. |Betung 794, 00 18 Betung
3. |BanyuasinIIl |874,17 32 Pangkalan
Balai
4, Pulau Rimau 944, 05 25 Teluk Betung
5. | Tungkal Ilir * 14 Sido Mulyo
6. |Talang Kelapa |1.175,52 |9 Sukajadi
7. |Tanjung Lago |-* 14 Tanjung Lago
8. |BanyuasinlI 701, 38 20 Mariana
9. |Rambutan 624, 55 20 Rambutan
10. [Muara Padang |1.558,64 |15 Sumber
Makmur
11. [Muara Sugihan |-* 20 Tirta Harja
12. | Banyuasin II 2.681,28 |16 Sungsang
13. | Makarti Jaya 736, 34 13 Makarti Jaya
14. | Air Saleh -* 11 Saleh Mukti
15. | Muara Telang |1.150,06 |20 Telang Jaya
Jumlah 11.832,99 |264

Sumber : Bagian Tata Usaha Pemerintahan Setda Kabupaten Banyuasin
Tahun 2008

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah desa dan
kelurahan sebanyak 264 desa/kelurahan dengan perincian
sebanyak 256 desa dana 8 kelurahan yang terdapat di
Kecamatan Banyuasin III, Talang Kelapa, Betung, Banyuasin
I dan Makarti Jaya. Berdasarkan kategorinya Banyuasin
terdiri atas 166 desa/kelurahan swasembada, dan 133 desa/
kelurahan swakarya dan 15 desa/kelurahan swadaya.
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Pada saat terbentuknya Kabuapten Banyuasin terdiri
atas 11 kecamatan, namun pada tahun 2012, jumlah
kecamatan di Kabupaten Banyuasin mengalami pemekaran
menjadi 19 kecamatan. Masing-masing kecamatan terbagi
atas desa dan kelurahan. Sedangkan setiap desa dan
kelurahan di dalamnya tersusun atas dusun, lingkungan
maupun rukun warga dan sebagian masih dibagi ke dalam
rukun tetangga.

Jumlah desa di Kabupaten Banyuasin pada tahun 2003
sebanyak 241 desa dan 8 kelurahan. Hingga akhir tahun
2012 masing-masing telah bertambah, yaitu sebanyak 288
desa sedangkan kelurahan sebanyak 16 kelurahan. Dengan
demikian telah terjadi pertumbuhan kecamatan kecamatan
sebesar 54,54 %, desa sebesar 19,50 % dan Kelurahan dua
kali lipat (100 %).

Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan,
Pemerintah Kabupaten Banyuasin mengatur perangkat dan
satuan kerja dalam lingkup Kabupaten Banyuasin. Sesuai
dengan Peraturan Daerah Kabupaten banyuasin Nomor 4
Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat
Daerah dan Sekretariat DPRD Banyuasin, jumlah Sekretariat
di Banyuasin sebanyak 2 sekretariat.

Untuk Sekretariat Daerah terdapat satu orang Sekretaris
Daerah, 2 (dua) Asisten, 8 Kepala Bagian, dan 24 Kepala Sub
Bagian. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003tentang
Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten
banyuasin menetapkan jumlah dinas sebanyak 14 dinas,
6 badan, dan 3 kantor. Peraturan lain tentang struktur
organisasi adalah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2004 tentang Pembentukan Organisasi Teknis Kabupaten
Banyuasin.*®

Untuk urusan kepegawaian, daerah ini mempunyai
jumlah pegawai yang cukup memadai. Pegawai Negeri
Sipil yang bekerja di lingkungan pemerintahan Kabupaten

% Bagian Hukum dan Ortala setda Kabupaten Banyuasin Tahun 2008.
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Banyuasin pada awal berdirinya kabupaten ini adalah
sebanyak 5.879 pegawai; yang terdiri dari Golongan I °
sebanyak 160 pegawai, Golongan II sebanyak 2.202 pegawai,
Golongan III sebanyak 3.000 pegawai dan Golongan IV
sebanyak 217 pegawai. Pada tahun 2006 terjadi penambahan
jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Banyuasin.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2006 sebanyak
5.937 pegawai; bertambah 147 pegawai jika dibandingkan
pada tahun 2005. Penambahan jumlah pegawai tidak
hanya berasal dari mutasi atau perpindahan dari daerah
lain, namun juga berasal dari penerimaan pegawai baru.

Sejalan dengan perkembangan daerah maka semakin
banyak banyak pula kebutuhan akan PNS yang berfungsi
dalam pelayanan masyarakatdan agen pembangunan. Pada
akhir tahun 2011 PNS Kabupaten Banyuasin mengalami
pertambahan hingga berjumlah 8.617 pegawai; yang terdiri
dari Golongan I sebanyak 87 pegawai, Golongan II sebanyak
2.246 pegawai, Golongan III sebanyak 4.823 pegawai dan
Golongan IV sebanyak 1.462 pegawai. Pegawai Golongan I
mengalami penurunan hingga 45,62 %. Hal ini disebabkan
dalam dasawarsa terakhir tidak ada penerimaan pegawai
golongan I dan Pegawai yang semula naik ke jenjang
berikutnya karena mengalami kenaikan golongan ruang
juga mengikuti penyesuaian pangkat karena pendidikan.

Pertumbuhan tertinggi adalah PNS Golongan IV, yaitu
hamper enam kali lipat (573,7 %). Sedangkan PNS Golongan
III tumbuh hamper 50 %, tetapi PNS Golongan II hanya
bertambah sebesar 2 % saja. Jika dirinci berdasarkan
jenis kelamin, maka jumlah PNS perempuan di Kabupaten
Banyuasin lebih besar dibandingkan jumlah PNS Laki-laki.
Jumlah PNS perempuan sebanyak 4.472 pegawai atau 51,89
%, dibandingkan PNS laki-laki yang jumlahnya sebesar
4.146 pegawai (48,11 %).

Jumlah staf kepolisian pada tahun 2006 juga mengalami
kenaikan dibandingkan pada tahun 2005. Pada tahun 2005
jumlah anggota kepolisian ada sebanyak 433 personil
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Namun seiring dengan kebutuhan dan pertambahan
jumlah penduduk, maka untuk tahun 2006 jumlah anggota
kepolisian bertambah menjadi 527 personil, atau terjadi
kenaikan sekitar 22 %.%

Pada periode pertama keanggotaan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin, yaitu terdiri dari
Fraksi PPP 5 orang, Fraksi PAN 2 orang, Fraksi Partai Golkar
11 orang, Fraksi PDIP 15 orang, Fraksi PDI 1 orang, PKP 1
orang, PK 1 orang, PBB 1 orang, PKB 3 orang, POLRI 1 orang,
TNI AU 1 orang, TNI AL 1 orang, dan TNI AD 2 orang.

Pada periode kedua setelah Pemilu tahun 2004
keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Banyuasin, yaitu terdiri dari Fraksi PPP 2 orang, Fraksi PAN
4 orang, Fraksi Partai Hanura 5 orang, Fraksi Partai Golkar
13 orang, Fraksi Gerakan Pemuda Peduli Bangsa Indonesia
4 orang, Fraksi Demokrat 5 orang, Fraksi PDIP 8 orang, dan
Fraksi Partai PKS-PBR 5 orang.

Pada periode ketiga setelah Pemilu tahun 2009
keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Banyuasin mengalami perubahan yang cukup signifikan,
yaitu terdiri atas Fraksi PPP 4 orang, Fraksi PAN 4 orang,
Fraksi Partai Golkar 9 orang, Fraksi Gerakan Pemuda Peduli
Bangsa Indonesia 4 orang, Fraksi Demokrat 7 orang, Fraksi
PDIP 7 orang, dan Fraksi Partai PKS-PBR 5 orang.

2.7. Adat Budaya Daerah

Setelah Kabupaten Banyuasin berdiri tahun 2002,
dilakukan pula pembangunan bidang seni budaya dan adat-
istiadatnya. Seni budaya dan adat istiadat lama Kabupaten
Banyuasin digali dan dibangun dalam rangka melestarikan
seni budaya dan adat istiadat lokal.* Pelaksanaan
pembangunan bidang seni budayadan adat-istiadat ini

% Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten banyuasin Tahun 2007.

% Wawancara dengan Hazairin H. Zabidi, Ketua Dewan Kesenian Kabupaten
Banyuasin pada tanggal 6 Juni 2015 di Pangkalan Balai.
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dilakukan di 19 Kecamatan. Seluruh kecamatan dimotivasi
menggalakkan kembali seni budaya masing-masing agar
bisa digali, ditumbuhkembangkan dan dilestarikan untuk
generasi muda mendatang.

Hasil penggalian kesenian tradisional yang dilakukan
beberapa tahun itu diperoleh kesimpulan bahwa kesenian
tradisional Banyuasin umumnya berasal dari masyarakat
di Kecamatan Banyuasin I, Kecamatan Banyuasin II,
Kecamatan Banyuasin III atau dari Marga Pangkalan
Balai, Marga Rambutan, Marga Rantau Bayur dan Marga
Sungsang.

Sedangkan kesenian lain yang bersifat umum
bercampur dengan budaya penduduk pendatang lainnya
seperti Jawa di Banyuasin berasal dari daerah Pulau Rimau,
Talang Kelapa, Mariana, Kecamatan Betung dan kecamatan
lainnya. Kesenian tradisional Banyuasin itu sendiri menurut
Hazairin sudah ada sejak puluhan tahun bahkan ratusan
tahun lalu dari nenek moyang penduduk Banyuasin.

Namun seiring dengan perubahan waktu, ada
beberapa kesenian tradisional dan adat-istiadat Banyuasin
yang berangsur sulit ditemukan karena para pelakunya
sudah meninggal dunia atau lantaran transfer nilai-
nilai seni budaya lama itu kepada generasi selanjutnya
sedikit terhambat karena berbagai hal sehingga kesenian
tradisional tersebut memudar sehingga generasi penerus
kurang begitu memahami.

2.7.1. Adat dan Seni Tradisi

Senitaritradisiyangtumbuhsejakdahulu, tetapisekarang
sudah mulai langka ditemukan akibat pelaku seninya sudah
meninggal dunia seperti kesenian krombongan sejenis musik
gamelan kecil yang dilengkapigong mengiringi tarian dan
lagu-lagu tradisional. Musik yang dahulu sering mengiringi
Tari Sermpang Duabelas atau Tari Bujang Meranjak yang
semua pemerannya juga sudah meninggal dunia ini sekarang
jarang tampil karena tidak ada lagi pelakunya.
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Seni tradisional Krombongan yang terdiri dari satu
set gamelan kecil (16 kuningan/ketawak) dan 2 gong besar
biasanya ditampilkan pada saat menerima tamu-tamu
agung yang datang ke Banyuasin. Kesenian tradisional ini
mulai popular pada tahun 1930-1940-an. Penabuh ahlinya
hanya Abu Hasan dan anak perempuannya, tetapi karena
keduanya sudah meninggal dan meskipun sudah ada
yang berusaha mempelajarinya tetpi tidak seindah yang
dibawakan oleh keturun Abu Hasan, maka seni tradisional
ini sulit ditemukan lagi di Banyuasin.

Pada hal seni tradisional Krombongan selain untuk
menyambut kedatangan tamu kehormatan, juga sering
ditampilkan pada acara hiburanpersedekahan pernikahan.
Seni tradisional Krombongan pulalah yang ditampilkan
ketika menyambut kedatangan Gubernur dan tamu-tamu
kehormatan lainnya di Petaling pada tahun 1960 dan
menyaambut kedatangan tamu kenegaraan Adam Malik
saat meresmikan Sekolah Pertanian Sembawa pada tanggal
18 April 19824,

Sejumlah Kkesenian tradisional lama di Banyuasin
yang sekarang juga sulit terlihat karena pelakunya sudah
meninggal dunia antara lain Tari Tumbak Lado dari
Kecamatan Rambutan, Tari Gadis Berubah Jadi Cantik dari
Sungai Rengit, Tari Serampang Duabelas, Tari Pencak Silat
yang dahulu sering digunakan untuk mengarak calon
pengantin pria atau menerima tamu, Sendratari Dul Muluk,
lantunan gitar tunggal lagu tradisional Senjang (mirip lagu
Batang Hari Sembilan) dan pantun bersahut Sermbah yang
dahulu sering ditampilkan untuk mengiringi penyambutan
tamu kehormatan.

Ada pula adat Banyuasin yang hilang tidak lagi dipakai
oleh masyarakat. Dahulu ketika seorang ibu hamil saat
akan melahirkan, sebuah tradisi biasanya di bawah rumah

. Ajmal Rokian, Sejarah Khasanah BUdaya dan Profil Potensi Kabupaten Banyuasin,
(Pangkalan Balai : Dinas Pariwisata, Seni, Budaya, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, 2014), hal.77.
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dipasang lampu kaleng pada malam hari. Selama ibu itu
belum melahirkan pada malam hari, maka lampu kaleng
itu tidak boleh padam apinya, karena itu harus dijaga ada
orang yang bergiliran tidak tidur sampai pagi menjaga agar
api ini tidak padam. Sementara itu rumah ada pula yang
berjaga-jaga terhadap ibu hamil yang akan melahirkan
bersama dukun beranak sambil membaca : Solawat Nabi,
Al-Qur’an atau surah Yasin. Tradisi ini sebagai cara untuk
mengusir gangguan kuntilanak atau makluk halus lainnya
terhadap ibu yang akan melahirkan.

Adat ningkuk yang dahulu dilakukan oleh generasi
muda juga hilang tidak lagi dilakukan generasi muda di
Banyuasin. Adat ningkuk, menurut Heri, Ketua Karang
taruna Desa Gelebak Dalam Kecamatan Rambutan, suatu
acara pertemuan atau hiburan muda-mudi di desa yang
diakui oleh masyarakat secara sah. Acara ningkuk biasanya
dilakukan pada saat ada acara pernikahan, acara khitanan,
merayakan keberhasilan kampung setelah panen atau
hendak menugal (menanam padi talang) di musin kemarau.

Ningkuk sendiri diatur oleh panitia dan pemudi desa
setempat. Acara ningkuk diadakan pada malam hari. Setelah
sholat Magrib, tim dari panitia, terdiri dari para pemuda
dan seorang wanita setengah baya yang dinamakan mak/
ibu yang dipercaya di desa, meminta izin kepada orang
tua gadis bahwa mala mini anak gadis bapak dipinjam
dulu untuk mengikuti ningkuk. Penjemputan biasanya
diiringi dengan membawa strongking penerangan. Seluruh
anak gadis diizinkan seperti ini kepada orang tuanya.
Setelah acara selesai, semua anak gadis yang dijemput tadi
dikembalikan oleh pemuda dan pemudi yang menjemput
bersama mak/ibu kepercayaan tadi.

Acara ningkuk juga menjadi ajang bagi muda mudi
mencari jodoh. Saat itulah mereka saling surat menyurati.
Namun untuk mengisi hiburan pertemuan muda dan mudi
ini panitia biasanya menunjuk adanya hakim permainan.
Hakim permainan ini yang mengatur hiburan dengan
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berbagai cara. Bagi yang terkena giliran pemuda atau
pemudi yang terkena permainan, maka mereka dihukum
oleh hakim acara.

Hukuman bagi muda mudi hiburan yang terkena
permainan di antaranya dihukum harus membaca ayat
Al Quran seperti harus membaca Al Fatihah dan lain
sebagainya. Segi positifnya acara ningkuk ini membuat
generasi muda desa harus selalu belajar agama, karena
jika tidak bisa menjalankan hukuman dalam acara hiburan
ningkuk sebagai pemuda atau pemudi menjadi malu.
Hukuman ini bisa saja pemuda dan pemudi yang terkena
hukuman dalam permainan yang diatur panitia ningkuk
agar membacakan pantun dan lain sebagainya.

Adat ningkuk menurut Heri berjalan lama namun sejak
tahun 1990-an berangsur-angsur menghilang tidak dipakai
lagi oleh generasi muda di Banyuasin, akibat tergerusnya
kemajuan zaman karena teknologi penggunaan handphone
membuatparamudamudi sudahmudah saling berkomunikasi
langsung satu sama lain berjanji bertemu berdua di suatu
tempat, atau tidak lagi bertemu melalui acara resmi ningkuk
yang diakui secara sah oleh masyarakat desa.

Adat lama bujang gadis di Pangkalan Balai yang juga
menghilang termakan zaman adalah adat balereh. Adat
ini dimana muda mudi berpacaran adat lama, yaitu si
bujang mendatangi rumah si gadis (umumnya rumah
dahulu terbuat dari papan dan panggung). Si bujang berada
di bawah rumah panggung, sedangkan si gadis berada di
dalam rumah.

Mereka bertemu dengan adat Belerah. Caranya si pria
member kode bunyi siulan atau bunyi khas yang disepakati
untuk bisa bersenda gurau atau bertemu lebih saling kenal
dan saling mendekati sebelum menjadi suami istri.

Tradisi balereh ini dilakukan bujang gadis Pangkalan
Balai Banyuasin yang diakui oleh adat sebagai bagian dari
pendekatan yang dilakukan para muda mudi, namun tetap
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menjaga mereka tidak bisa berdekatan seperti muda mudi
sekarang. Sayangnya adat ini sesuai kemajuan zaman tidak
dipakai lagi oleh kaum muda di Banyuasin alias menghilang
begitu saja.

Ada sejumlah kesenian Banyuasin yang diakui menjadi
milik Kabupaten Musi Banyuasin. Hal ini terjadi karena
Banyuasin dahulunya merupakan bagian dari Kabupaten
Musi Banyuasin. Adapun kesenian tersebut adalah Tari
Danayang diciptakan H. Badra Mamad tahun 1930, Tari
Nelayan diciptakan oleh seorang seniman Sungsang dan
Tari Serambe. Tari-tarian ini sampai ditampilkan ke luar
negeri atas nama seni budaya Kabupaten Musi Banyuasin,
bukan mengangkat citra dan nama baik akar budaya
asalnya Kabupaten Banyuasin.

Adapula adat pantun bersahutberbahasa Arab (disebut
bejiker) yang dahulu sering diadakan pada saat mengarak
pengantin pria yang biasa dilakukan oleh generasi-generasi
muda zaman dulu. Sekarang adat ini mulai menghilang
tergerus zaman akibat generasi muda sekarang kurang
memahami bahasa Arab.

Untuk menghidupkan kembali seni tradisi yang mulai
terkikis oleh arus globalisasi, maka Pemerintah Daerah
Kabupaten Banyuasin melalui Dewan Kesenian Banyuasin
bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, Seni, Budaya,
Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banyuasin melakukan
berbagai vestival seni tradisi yang diselenggarakan tiap
tahun, antara lain vestival Dulmuluk, festival sarofal anam,
festival rebana, festival barzanji, festival nasyid dan festival
seni tradisi lainnya.

Berbagai festival dan kegiatan seni tradisi yang digelar
tiap tahun oleh pemerintah daerah dan para seniman
tradisi di daerah-daerah, perlahan tapi pasti seni tradisi
mulai hidup kembali dan bahkan dapat eksis dan digemari
masyarakat sebagai identitas dan jati diri rakyat Banyuasin.
Maka tidak mengherankan jika sekarang berbagai kesenian
tradisional di Banyuasin tetap lestari dan eksis baik berupa
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seni tari, lagu-lagu daerah maupun adat istiadat yang
digandrungi masyarakat pendukungnya.

2.7.2. Adat Timbang Kepala Kebo

Di wilayah Kabupaten Banyuasin terdapat pula adat
timbang kepala kebo. Adat timbang kepala kebo (kerbau)
pada dasarnya popular di Pangkalan Balai dan daerah
sekitarnya. Adat ini sudah bertahan sejak pupuhan tahun
bahkan ratusan tahun silam yang diwariskan nenek moyang
penduduk asli Banyuasin, yaitu menimbang kepala kerbau
yang sudah disembelih dengan pasangan pengantin dalam
sebuah acara adat yang digelar dikampung-kampung.

Adat ini dilakukan karena orang tua pengantin dahulu
ketika anaknya masih kecil mempunyai nazar (janji kepada
allah yang wajib dibayar) atau dalam bahasa Banyuasin
disebut Sangi. Sangi biasanya diucapkan pada saat anaknya
masih kecil. Orang tuanya berjanji akan menyembelih
kerbau (kebo) dan kepalanya akan ditimbang dengan
anaknya pada saat nanti si anak sudah mendapat jodoh.*

Sangi itu muncul dari dalam hati biasanya karena orang
tua sulit mendapatkan anak. Saat belum punya anak itulah ia
memohon kepada Allah SWT, jika nanti dia dikaruniai anak
(keturunan) akan melakukan adat Timbang Kepala Kebo. Niat
penyembelehan hewan untuk membayar sangi ini bisa saja
dengan hewan yang lain seperti kepala kambng atau kepala
sapi, tetapi nama adat ini tetap disebut Timbang Kepala Kebo.

Niat sangi dibayar jika anaknya tumbuh besar menjadi
anak yang saleh, pintar mengaji dan sekolah sampai kuliah
serta sukses mendapat pekerjaan yang baik. Sangi dibayar
pada saat anak tadi akan menikah dengan janji dilakukan
upacara Timbang Kepala Kebo. Acaranya dilaksanakan pada
saat acara perayaan pernikahan dengan acara adat tersendiri.
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Mengingat ada Sangi sepeti itu, maka orang tua
membayar nazarnya tersebut. Para orang tua di Kabupaten
Banyuasin sekarang semakin senang melakukan adatistiadat
ini sehingga adat Timbang Kepala Kebo terus dilestarikan.
Adapun perlengkapan yang disiapkan untuk melaksanakan
Timbang Kepala Kebo yaitu : (1) Timbangan yang awalnya
terbuat dari kayu, sekarang diganti dengan besi; (2) Kepala
Kebo/kerbau yang sudah disembelih sebelum acara timbang
kepala kebo. Kepala kebo ini kadang diganti kepala kambing
atausapikarenaniat orangtuanyaingin menimbanganaknya
dengan kepala kambing atau sapi, tetapi acara adatnya tetap
bernama Timbang Kepala Kebo; (3) Beras kunyit atau beras
yang sudah direndam dengan kurit yang diparut; (4) Kain
panjang tujuh helai untuk dilewati pengantin saat menuju
tempat acara timbang kepala kebo.

Berbagai macam hasil pertanian digantungkan dekat
acara adatini seperti rempah-rempah, padi, kelapa tumbuh,
kunyit, serai, nanas, ketupat dan lain-lain yang ditampilkan
di atas timbangan sebagai symbol filosofi doa orang tua agar
anaknya yang saat itu jadi pengantin ini akan memperoleh
rezeki yang banyak dan halal.

Dahulu kepala kerbau yang digunakan untuk
timbangan, setelah kerbau disembelih, langsung diadakan
acara timbangan dengan calon pengantin pada hari itu juga.
Namun sekarang karena kepala kerbau dapat disimpan
dalam box besar dan diberi berpuluh-puluh es batu
bahkan sampai ratusan kilogram es batu, maka upacara
adat ini bisa dilakukan beberapa hari kemudian setelah
dilakukan penyembelehan kerbau, sapi atau kambing yang
dinazarkan. Umumnya pelaksanaannya disamakan dengan
acara resepsi (perayaan) pernikahan dengan tujuan daging
kerbau yang disembelih bisa dimasak untuk disantap oleh
undangan perayaan resepsi pernikahan.

Pengantin dalam acara adat ini betul-betul ditimbang
dengan kepala kerbau dengan timbangan yang tersedia
atau dibuat oleh sesepuh adat setempat. Tidak ada yang
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mengetahui siapa pertama kali atau sejak kapan kebiasaan
ini diterapkan di Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin,
tidak ada yang mengetahui. Namun adat ini sudah ada
sejak ratusan tahun silam dan hingga kini masih tetap
dilestarikan masyarakat.

Para petugas yang terlibat dalam pelaksanaan
upacara Timbang Kepala Kebo yang dipandu oleh para
pemangku adat dan sesepuh adat Kabupaten Banyuasin
ini adalah : (1) Orang tua pengantin; (2) Pengantin yang
dibayar nazar timbang kepala kebo; (3) 14 Ibu-ibu bertugas
menghamburkan beras kunyit ke atas kepala pengantin
yaitu sebelah kiri 7 orang dan sebelah kanan 7 orang saat
pengantin berjalan di atas kain tujuh helai. (4) Ulama yang
akan membacakan doa; (5) Pembaca syair dan pantun
yang langsung menjadi pembawa acara adat tersebut; (6)
Kegiatan ini disaksikan oleh sanak keluarga, para undangan
serta masyarakat Banyuasin pada umumnya.

Tata laksana Timbang Kepala Kebo biasanya
dimasukkan dalam acara resepsi pernikahan setelah akad
nikah (ijab Kabul) selesai. Setelah kepala kerbau, timbangan,
beras kunyit dan petugas pelaksana adat istiadat ini siap,
pengantin yang diniatkan bersama pasangannya digiring
orang tuanya menuju tempat prosesi adat upacara Timbang
Kepala Kebo. Tempat upacara adat Timbang Kepala Kebo
ini dahulunya wajib dilakukan dilakukan di Balai Panjang,
di Pangkalan Balai (sejenis balai pertemuan).*?

Saat digiring orang tuanya menuju tempat upacara
adat ini petugas pembaca syair membacakan syair pantun
seperti berikut : pegi keutaan ngambik la buluuhh; buluh
dibuuat bedengkar sanjii; pengantin ditimbaang kepala
keboo; ebak embiiknyo mbeyer laa sangii.

Sebelum pengantin sampai diayunan untuk ditimbang,
pengantin berjalan menuju timbangan melewati tujuh

4 Ajmal Rokian, Sejarah Khasanah BUdaya dan Profil Potensi Kabupaten Banyuasin,
(Pangkalan Balai : Dinas Pariwisata, Seni, Budaya, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, 2014), hal. 84.

88 MARGA DAN PEMERINTAHAN DESA
RABUPATEN BANYUASIN PROVINS! SUMATERA SELATAN



helai kain yang dipasang di lantai. Saat itu pembawa syair
membacakan dua kali kalimat syahadat dan mendoakan
agar anak yang ditimbang kepala kerbau ini berakhlak
mulia, berperilaku baik dan menjadi anak yang shaleh.
Adapun contoh syairnya sebagai berikut : La illa ha
illalooh, Muhammad dar rasululloh; beperahu ke Tanjung
Putuus; ngambik la kumpai makanan sapi; anak kami paling
laa baguus; hari ini mbayar laa sangii; La illa ha illalooh
Muhammad da rosululloh (seluruh hadirin ikuti syair ini).

Setelah anak naik ke timbangan, kemudian dia diayun
oleh orang tuanya dari belakang sebagai symbol anak harus
menyadari betapa orang tua sangat sayang kepadanya
sejak kecil hingga dihantarkan sampai ke pelaminan atau
menikah. Ia dituntut tetap patuh dan tidak melawan orang
tuanya, menyayangi dan selalu mendoakan orang tua
meskipun nanti sudah meninggal dunia. Saat mengayun
anaknya tersebut, orang tua sambil membaca syairebagai
berikut : pegi ke kalangan hari rebu; rebu member makanan
burung serindit; pengantin timbang kepala kebo; berhambur
beras kenyit.*

Sesepuh adat yang dipercaya lalu menghamburkan
beras kunyit ke atas kepala pengantin. Setelah selesai acara
ini, kemudian pemangku adat membacakan doa untuk
pengantin. Adapun syair pantun yang diucapkan sebagai
berikut : beras makanan burung serindit; dimakan cacing di
tanah; pengantin sudah ditebar beras kunyit; pemandu adat
membaca doa. (Langsung pemangku adat membacakan doa
biasanya sampai dua kali doa) untuk pengantin. Setelah
itu anak yang ditimbang kepala kebo (bersama suami/istri)
harus sujud kepada kedua orang tuanya.

Kemudian kedua orang tua duduk berjejer , kemudian
pengantin menyalami kepada kedua orang tua dan
mertuanya, sambil menyampaikan ucapan terimakasih
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telah dibesarkan dan diberi kasih saying dan selalu
diperhatikan oleh orang tua. Suasana seperti ini sering kali
diwarnai isak tangis orang tua maupun pengantin bahkan
undangan yang hadir juga ikut terharu menangis.

Orang tua kemudian menggiring pengantin yang
melewati (menginjak) kain tujuh helai sampai ke panggung
pelaminan. Sepanjang jalan melewati kain tujuh helai itu
sebagai tanda telah selesai melakukan prosesi timbang
Kepala Kebo lantunan syair-syair nasehatlainnya dibacakan
terus oleh pembawa acara baru kemudian orang tua
menyerahkan pengantin kepada panitia resepsi pernikahan
di panggung pelaminan guna diadakan perayaan acara
resepsipernikahanlayaknya acaranasional pada umumnya.

2.7.3. Adat Sedulang Setudung

Sedulang setudung adalah acara adat yang dilestarikan
masyarakat Kecamatan Rambutan, terutama di Desa Gelebak
Dalam, Desa Sako, Desa Pangkalan, Desa Sungai Duo, dan
desa-desa perbatasan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Kisah adat ini muncul sekitar tahun 1940-an di Desa
Gelebak Dalam. Waktu itu mereka memikirkan kebiasaan
masyarakat yang mengadakan persedekahan setiap hari
besar Islam seperti Isro’ Mikraj, Nuzul Quran, lebaran Idul
Fitri dan Idul Adha. Jika sedekahan ini dilakukan di rumah
masing-masing dirasa terlalu berat. Makanya orang dahulu
menciptakan adat Sedulang Setudung agar semua warga
apakah dia kaya atau miskin bisa melaksanakan sedekah
hari-hari Islam secara rutin dan bersama-sama di masjid.

Untuk melaksankan sedekah bersama yang disebut
Sedulang Setudung itu setiap kepala keluarga membawa
dulang (sejenis nampan bulat yang terbuat dari kayu) yang
ditutup tudung berwarna sama yaitu warna biru sehingga
tidak diketahui apakah duling itu dibawa oleh orang kaya
(sugih) atau miskin (pisit).*

% Ajmal Rokian, Sejarah Khasanah BUdaya dan Profil Potensi Kabupaten Banyuasin,

ﬂ MARGA DAN PEMERINTAHAN DESA
RAEUPATEN BANYUASIY PROVINSI SUMATERA SELATAN



Dalam acara ini setiap kepala keluarga membawa satu
dulang diisi makanan dan dibawa ke masjid dengan cara
dijunjung di atas kepala yang nantinya setelah diadakan
acara, makanan dimakan bersama. Dulang dalam adat ini
selalu ditutup dengan tudung berwarna sama, sehingga
tradisi ini disebut dengan nama Adat Sedulang Setudung.

Makanan apa yang dibawa dalam dulang juga tidak
diketahui masyarakat secara terbuka karena saat dibawa ke
masjid makanan yang dibawa warga dalam dulang tertutup
rapat oleh tudung yang sama warnanya. Karena itu dalam
adat ini warga dipersilahkan membawa makanan sesuai
kemampuan masing-masing. Namun secara umum isi
dulang biasanya terdiri dari nasi gemuk, ayam panggang
dan hasil bumi seperti pisang, klengkeng, duku, durian dan
lain-lain.

Dahulu ada gagasan untuk merubah wadah pembawa
makanan Kke masjid pada setiap acara Adat Sedulang
Setudung menggunakan rantang bertingkat karena
membawa makanan dengan dulang dianggap terlalu
berat. Usulan itu ditolak perangkat pemerintahan desa
karena jika tidak menggunakan dulang lagi sebaiknya
sedekahnyadiadakan di rumah masing-masing karena
bukan lagi bernama sedekah Sedulang Setudung. Oleh
karena masyarakat tetap menginginkan sedekah bersama
dengan sebutan Sedulang Setudung maka adat ini tetap
diteruskan menggunakan dulang yang ditutup berwarna
sama seperti gagasan nenek moyang warga.

Selain masyarakat bisa mengikuti sedekah dengan
biaya ringan, orang kaya atau miskin bisa bersedekah pada
hari-hari besar Islam melalui adat Sedulang Setudung. Ibu-
ibu di desa juga tidak direpotka